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 DAFTAR ISTILAH
 Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan
 bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 (tujuh)
 Provinsi, yaitu Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan
 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
 Daerah adalah Provinsi Jambi.
 Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
 pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan desa yang mencakup semua penerimaan dan
 pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
 Desa Peduli Gambut adalah kerangka program untuk intervensi pembangunan pada
 desa-desa/kelurahan di dalam dan sekitar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang
 menjadi target restorasi gambut.
 Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh
 menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan
 produktivitasnya.
 Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki
 karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem
 Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat
 melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
 Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki
 karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan
 keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman
 hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
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 Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan
 yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau
 lebih dan terakumulasi pada rawa.
 Kerangka Pengaman Sosial (social safeguard) adalah prinsip, aturan, mekanisme, dan
 prosedur yang khusus berfungsi untuk mencegah, atau meminimalisir dampak sosial yang
 merugikan masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut.
 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara
 2 (dua) sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Nama KHG menggambarkan letak atau
 terbentuknya KHG tersebut diantara dua, sungai, antara sungai dan badan air alami
 lainnya, atau dalam satu pulau yang didominasi gambut, atau pulau yang terbentuk akibat
 peluapan permukaan air laut, dan/atau peristiwa tektonik.
 Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi
 yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan
 menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.
 Pembasahan gambut (rewetting) adalah tindakan atau upaya secara aktif untuk
 melakukan pembasahan kembali gambut yang kering melalui pembangunan infrastruktur
 pembasahan gambut seperti sekat kanal, penimbunan kanal, sumur bor, dan teknik lainnya
 sesuai perkembangan teknologi.
 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
 Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
 pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
 Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta
 Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
 Pemulihan daya dukung sosial-ekonomi adalah kegiatan penunjang restorasi bio-fisik
 yang dilakukan melalui pembinaan Desa Peduli Gambut, pembangunan alterternatif
 komoditas dan sumber mata pencaharian yang ramah gambut, baik berbasis lahan, air,
 dan jasa lingkungan.
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 Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas yang dilakukan untuk
 mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi
 semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain
 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan
 pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah
 Provinsi.
 Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi Ekosistem
 Gambut melalui penanaman vegetasi sehingga produktivitas dan peranannya dalam
 mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
 Restorasi Hidrologis adalah upaya pemulihan tata air lahan Gambut untuk menjadikan
 Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan berfungsi kembali
 sebagaimana semula.
 Revegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada Ekosistem Gambut melalui
 penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang
 adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya.
 Satuan Lahan Restorasi Gambut adalah bagian dari KHG yang mempunyai ciri
 kesamaan profil lahan dengan batasan luasan lebih dari dua (2) hektar. Profil lahan yang
 dimaksud mencakup satu atau lebih kombinasi penanda profil seperti ada tidaknya kanal,
 kondisi dan tipe tutupan lahan, areal terbakar, kondisi ketebalan gambut dan keberadaan
 kubah pada satu KHG, baik pada kawasan dengan fungsi lindung maupun budidaya.
 Sekat kanal adalah bangunan penahan air yang dibangun di dalam badan kanal atau parit
 dengan tujuan untuk mengurangi laju aliran keluar dan mempertahankan dan/atau
 menaikkan.
 Suksesi Alami adalah pemulihan vegetasi tutupan lahan dengan proses proses alami dan
 dengan campur tangan manusia minimal terkait perlindungan kawasan terhadap gangguan
 yang menyebabkan terhambatnya suksesi alami.
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 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari
 pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah
 kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban
 melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
 Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
 belanja negara yang penggunaannya dilakukan oleh daerah penerima atau dana yang
 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang penggunaannya
 dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota penerima untuk melaksanakan tugas
 pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah
 kabupaten/kota dalam kerangka tugas pembantuan.
 Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas
 Pembantuan adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu
 tingkat dibawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan
 tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari anggaran
 Tugas Pemantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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 RINGKASAN/ IKHTISAR CAPAIAN KINERJA
 Realisasi Keuangan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Satuan Kerja
 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (105103) Tahun 2018 per 31 Desember 2018, dari pagu
 anggaran sebesar Rp. 35.946.841.000 telah direalisasikan Rp. 26.762.034.308 (74,45%),
 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rapat Rutin TRGD
 Dari pagu anggaran Rp. 387.520.000 terealisasi Rp. 97.782.500
 (25,23%), meliputi kegiatan Belanja Bahan Rp. 17.182.500 (16,60%),
 Belanja Jasa Profesi Rp. 3.400.000 (13,60%) dan Belanja Perjalanan
 Dinas paket Meeting Dalam Kota Rp. 77.200.000 (29,81%).
 Rapat rutin dilaksanakan untuk persiapan pelaksanaan PIPG Tahun
 2018 melibatkan pejabat pengelola keuangan, para staf teknis ,instansi
 serta lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
 .
 Gambar 1. Rapat Rutin TRGD
 2. Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut
 Dari Pagu Rp. 704.100.000 telah direalisasikan Rp. 433.868.865 (61,62%),
 meliputi Belanja Bahan Rp. 3.046.750 (14,30%), Honor Output Kegiatan Rp.
 0 (0%), Belanja Barang Non Operasional lainnya Rp. 0 (0%), Belanja Jasa
 Profesi Rp. 15.900.000 (57,19%), Beban Perjalanan Dinas Biasa Rp.
 313.032.115 (73,83%), Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp.
 101.890.000 (57,02%).
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 Mengadakan sosialisasi pengelola DIPA TP Bersama pihak terkait antarlain
 pendamping kelompok masyarakat dan tim ahli untuk mempersiapkan
 pembentukan Kelompok Masyarakat dan menyusun Rencana Kerja.
 Koordinasi intensif dengan Badan Restorasi Gambut, Intansi yang terkait agar
 terjalin siknkronisasi dalam pencapaian visi,misi antara masing masing pihak.
 Gambar 2. Paket Meeting Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut
 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Dari Pagu
 Rp. 117.367.000 telah direalisasikan Rp. 0 (0%), meliputi kegiatan Belanja
 Bahan Rp. 0 (0%) dan Beban Perjalanan Dinas Biasa Rp. 0 (0%). Tidak
 terlaksana dikarenakan kegiatan fisik dilapangan masih berjalan sampai di
 akhir Desember 2018 sehingga monitoring dan evaluasi tidak maksimal
 dilaksanakan.
 4. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan
 Dari Pagu Rp. 1.093.646.000 telah direalisasikan Rp. 834.132.573 (76,27%),
 meliputi Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 159.506.000 (99,57%), Belanja
 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp. 0 (0%) , Honor Operasional satuan Kerja
 Rp. 152.880.000 (99,02%), Belanja Bahan Rp. 15.945.000 (66,44%), honor
 Output Kegiatan Rp. 37.000.000 (74,30%), Belanja Barang Persediaan Barang
 Konsumsi Rp. 51.475.555 (106,77%), Belanja Langganan Telepon Rp.
 2.418.918 (40,32%), Belanja Sewa Rp. 47.440.000 (100%), Beban Jasa
 Lainnya Rp. 0 (0%),
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 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 7.825.000 (31,30%), Beban
 Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah
 Daerah Rp. 359.642.100 (75,62%).
 Kegiatan Pendukung antaralain mengadakan perlengkapan pendukung kerja
 berupa pengadaan Laptop, Moubeler, alat elektronik yang sangat dibutuhkan
 untuk kelacaran pelaksanaan kegiatan selain itu biaya operasional dan
 penunjang berperan penting dalam membantu pencapaian target kinerja.
 Gambar 3. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan
 Pengadaan Laptop
 Pengdaan Moubelear
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 Pengadaan Kamera dan GPS
 Pengadaan Elektronik
 5. Penyusunan SID dan DED
 Dari pagu Rp. 869.642.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 697.958.400
 (80,26%), meliputi Belanja Bahan Rp. 6.033.400 (36,35%), Honor Output
 Kegiatan Rp. 4.800.000 (45,45%), Belanja Jasa Konsultan Rp. 656.500.000
 (93,79%), Belanja Jasa Profesi Rp. 1.600.000 (12,80%), Beban Perjalanan
 Dinas Biasa Rp. 23.625.000 (37,01%), Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
 Dalam Kota Rp. 5.400.000 (8,16%).
 Dilaksanakan survey untuk lokasi kegiatan di 2 KHG yaitu KHG Sungai Baung
 – Sungai Betara dan KHG Sungai Pengabuan – Sungai Baung.
 Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat perencanaan yang lebih baik dalam
 menyusun Rencana Kegiatan berkelanjutan di Tahun Anggaran 2019.
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 Gambar 4. Penyusunan SID dan DED
 6. Pembangunan Sumur Bor
 Dari pagu Rp. 5.446.286.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.328.868.175
 (61,12%), meliputi kegiatan Belanja Bahan Rp. 23.842.800 (56,76%), Honor
 Output Kegiatan Rp. 198.680.000 (84,23%), Belanja Barang Non Operasional
 Lainnya Rp. 43.500.000 (24,76%), Belanja Jasa Konsultan Rp. 89.756.000
 (100%), Belanja Jasa Profesi Rp. 27.500.000 (52,38%), Belanja Jasa Lainnya
 Rp. 400.000.000 (100%), Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 0
 (0%), Beban Perjalanan Dinas Biasa Rp. 195.575.435 (60,36%), Beban
 Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 136.620.000 (43,45%),
 Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Rp.
 1.001.182.500 (79,35%), Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
 Kepada Masyarakat/Pemda Rp. 1.212.211.440 (47,81%).
 Kegiatan ini terdiri dari pembangunan sumur bor, pengadaan peralatan sumur
 bor, pengadaan mesin pembasahan dan sosialisasi kepada pendamping dan
 pokmas dalam membuat Pertanggung Jawaban Keuangan dan Laporan
 Kegiatan pembangunan sumur bor dan pelatihan menggunakan peralatan serta
 mesin sumur bor.
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 Gambar 5. Pembangunan Sumur Bor
 Pengadaan Peralatan Sumur Bor
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 Pengadaan Mesin Pembasahan
 Kegiatan Sosialisasi kepada pendamping dan kelompok masyarakat
 dalam membuat Pertanggung Jawaban Keuangan, Laporan Kegiatan
 dan Teknis Pelaksnaan pembangunan sumur bor.
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 7. Pembangunan Sekat Kanal
 Dari pagu Rp. 18.465.350.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 14.088.299.363
 (76,30%), meliputi kegiatan Belanja Bahan Rp. 36.936.100 (80,73%), Honor
 Output Kegiatan Rp. 414.300.000 (89,27%), Belanja Barang Non Operasional
 lainnya Rp. 139.200.000 (95,08%), Belanja Jasa Konsultan Rp. 310.058.000
 (100%), Belanja Jasa Profesi Rp. 52.500.000 (101,35%), Beban Pemliharaan
 Gedung dan Bangunan Rp. 0 (0%), Beban Perjalanan Biasa Rp. 210.854.500
 (34,06%) , Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp.
 477.380.000 (56,63%), Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
 Masyarakat/Pemda Rp. 12.447.070.763 (77,91%).
 Kegiatan pembangunan sekat kanal dilaksanakan di KHG Sungai Batanghari –
 Sungai Air Hitam Laut, KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh, KHG
 Sungai Betara – Sungai Mendahara dan KHG Sungai Mendahara – Sungai
 Batanghari dengan menggunakan sistem swakelola melibatkan kelompok
 masyarakat sehingga diharapkan masyaraka dapat terlibat langsung dan
 mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga, memelihara lingkungan.
 Gambar 6. Pembangunan Sekat Kanal
 Kegiatan Sosialisasi kepada pendamping dan kelompok masyarakat menyusun
 Pertanggung Jawaban Keuangan dan Laporan Kegiatan dan Teknis
 pembangunan sekat kanal.
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 Pembuatan Sekat Kanal
 8. Revegetasi Gambut Bekas Terbakar
 Dari Pagu Rp. 1.763.977.000 telah direalisasikan Rp.1.641.694.991 (93,07%),
 meliputi kegiatan Belanja Bahan Rp. 117.118.000 (83,11%), Honor Output
 Kegiatan Rp. 2.310.000 (12%), Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp.
 779.557.400 (98,63%), Belanja Jasa Profesi Rp. 4.100.000 (16,40%), Beban
 Perjalanan Dinas Biasa Rp. 102.472.351 (84,03%), Beban Perjalanan Dinas Paket
 Meeting Dalam Kota Rp. 12.600.000 (30%), Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk
 Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Rp. 623.537.240 (100%).
 Kegiatan Revegetasi dilaksanakan di Desa Jati Mulyo, Desa Seponjen dan Desa
 Londerang dengan melibatkan Kelompok Masyarakat. Dan pemeliharan kegiatan
 penanaman tahun 2017. Revegetasi dilaksanakan didaerah gambut bekas terbakar
 dengan melakukan penanaman kembali dengan bibit bibit tanaman yang
 mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat disekitar daerah tersebut.
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 Gambar 7 Pengadaan Bahan Demplot dan Bibit Pemeliharaan Tahun
 2017
 9. Study Kelayakan Alternatif Mata Pencaharian Masyarakat Desa
 Dari Pagu 346.054.000 telah direalisasikan Rp. 232.403.100 (54,59%),
 meliputi kegiatan Belanja Bahan Rp. 14.278.100 (54,59%), Honor Output
 Kegiatan Rp. 9.600.000 (100.%), Honor Output Kegiatan Rp. Belanja Sewa
 Rp. 6.900.000 (24%), Belanja Jasa Profesi Rp. 120.000.000 (100%), Beban
 Perjalanan Biasa 36.225.000 (33,23.%), Beban Perjalanan Dinas Paket
 Meeting Dalam Kota Rp. 45.400.000 (86,5%).
 Gambar 8 Study Kelayakan Alternatif Mata Pencaharian Masyarakat
 Desa
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 10. Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat Desa
 Dari Pagu Rp. 1.675.810.000 telah direalisasikan Rp. 1.052.558.851 (62,81%),
 meliputi kegiatan Belanja Bahan Rp. 55.705.500 (85,50%), Honor Output
 Kegiatan Rp. 187.600.000 (79,36%), Belanja Barang Non Operasional Lainnya
 Rp. 75.875.000 (90,33%), Belanja Sewa Rp. 24.150.000 (335%), Belanja Jasa
 Profesi Rp. 60.200.000 (77,78%), Beban Perjalanan Dinas Biasa Rp. 70.778.351
 (23,57%), Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 405.650.000
 (55,37%), Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahakan
 Kepada Pemerintah Daerah Rp. 172.600.000 (100%).
 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat Desa mengadakan
 sosialisasi kepada pendamping , kelompok masyarakat dalam membuat
 Pertanggung Jawaban Keuangan , memberi pengetahuan teknis tentang
 budidaya ternak,penggemukan ternak, budidaya bibit tanaman kopi,
 pemeliharaan ikan sehingga diharapkan kegiatan ini bermanfat meningkatkan
 perekonomian masyarakat secara langsung.
 Gambar 9. Paket Meeting Pengembangan Kapasitas Teknis
 Masyarakat
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 11. Bantuan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Gambut
 Dari Pagu Rp. 4.288.692.000 telah direalisasikan Rp. 4.025.558.674 (93,86%),
 meliputi Belanja bahan Rp. 5.281.000 (16,51%), Honor Output Kegiatan Rp.
 11.400.000 (100%), Belanja Sewa Rp. 17.250.000 (59,90%), Beban Perjalanan
 Dinas Biasa Rp. 182.814.168 (47,92%), Beban Perjalanan Dinas Paket
 Meeting Dalam Kota Rp. 17.650.000 (50%), Beban Barang Bantuan Lainnya
 Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Rp. 3.791.163.506 (99,77%).
 Kegiatan berupa penggemukan dan budidaya sapi, kambing, ikan dan tanaman
 kopi liberika.
 Gambar 10. Budidaya perternakan sapi ,kambing, budidaya ikan, kopi
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 12. Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Restorasi Gambut di Kawasan Berizin Dari
 Pagu Rp. 788.397.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 226.098.026 (28,68%),
 meliputi kegiatan Belanja bahan Rp. 2.500.000 (5,43%), Honor output
 Kegiatan Rp. 0 (0%), Belanja Jasa Profesi Rp. 13.200.000 (21,82%), Beban
 Perjalanan Dinas Biasa Rp. 42.553.026 (33%), Beban Perjalanan Dinas Paket
 Meeting Dalam Kota Rp. 167.845.000 (40,47%).
 Diadakan Rapat Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Supervisi Restorasi
 Gambut di Lahan Konsesi Terintegritas antara SKPD dan pemegang ijin
 dikawasan konsesi untuk Rekonsilidasi Data Seluruh Izin dan Hak Guna Usaha
 Dikawasan Hidrologis Gambut Provinsi Jambi
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 Tabel 1. Luas Konsesi Bidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi
 No Nama Perusahaan Kabupaten Nama KHG Luas
 (Ha)
 (BPN
 Jambi)
 Luas
 (Ha)
 (KHG-
 BPN)
 Status
 Perizinan
 1
 PT. WANA SPONJEN
 INDAH Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 1709,98 1709,98 HGU
 2 PT. ADIMULIA
 PALMO LESTARI Muaro Jambi
 KHG Sungai Lalan
 - Sungai Merang
 3 PT. BAHARI
 GEMBIRA RIA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 1324,88 107,1 HGU
 4 PT. BARA EKA PRIMA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 761,88 761,88 IUP
 5
 PT. JAMBI
 BATANGHARI
 PLANTATION
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 1952,23 HGU
 6 PT. BORNEO KARYA
 CIPRA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 992,04 992,12 HGU
 7 PT. ERASAKTI
 WIRAFORESTAMA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 6314,99 6179,97 HGU
 8
 PT. FAJAR
 PEMATANG INDAH
 LESTARI
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 1100,11 1100,11 HGU
 9 PT. KETALING
 UTAMA SEJAHTERA Muaro Jambi
 KHG Sungai Lalan
 - Sungai Merang
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 348,72 348,72 HGU
 10 PT. ANEKA PURA
 MULTIKERTA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 723,52 723,52 HGU
 11 PT. BRAHMA BINA
 BAKTI Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 7344,18 21,98 HGU
 12 PT. KHARISMA
 KEMINGKING Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 1545,08 1545,08 HGU
 13 PT. CAKRAWALA
 AGRO PERSADA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 159,35 159,35 HGU
 14 PT. SUMBERTAMA
 NUSA PERTIWI Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 7240,97 7240,97 HGU
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 15 PT. SUNGAI BAHAR
 PASIFIK UTAMA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut KHG Sungai
 Lalan - Sungai
 Merang 920,75
 33,21 HGU
 16
 PT. KURNIA SAWIT
 YANTO
 BERSAUDARA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 1028,56 1028,6 HGU
 17 PT. MUARO
 KAHURIPAN
 INDONESIA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai Air
 Hitam Laut -
 Sungai Buntu
 Kecil 1008,68
 1008,68 HGU
 18 PT. PETALING
 MANDRAGUNA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 3184,74 1461,70 HGU
 19 PT. PURI HIJAU
 LESTARI
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 3274,64 3274,64 HGU
 20 PT. RICKIM MAS
 JAYA SAKTI
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh 2561,07
 2561,10 HGU
 21
 PT. RICKY
 KURNIAWAN
 KERTAPERSADA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut 3817,62
 3817,62 HGU
 22 PT. SAROHA MITRA
 ABADI
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 IUP
 23 PT. SERASI JAYA
 ABADI
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 24 PT. TAMAN SARI
 AGRO LESTARI Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 75,87 75,87 HGU
 25 PT. SAWIT MAS
 PLANTATION
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 1176,55 1176,55 IUP
 26 PT. BUKIT BINTANG
 SAWIT
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 212,16 212,16 IUP
 27 KOPERASI
 MEKARJAYA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 895,41 895,41 HGU

Page 25
                        

20 Laporan Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2018
 28 KOPERASI BINA
 USAHA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 29 KOPERASI PUDING
 SEJAHTERA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 828,01 828,01 HGU
 30
 KOPERASI
 PERKEBUNAN
 WAHANA AGUNG
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 31
 KOPERASI
 PERKEBUNAN WIRA
 USAHA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Kumpeh
 32 KOPERASI BINA
 BERSAMA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 269,93 269,93 HGU
 33 KOPERASI INDAH
 JAYA
 Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 80,90 80,90 HGU
 34 KUD WAHANA JAYA Muaro Jambi
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 1591,98 1591,98 HGU
 35 PT. AGRO TUMBUH
 GEMILANG ABADI Tanjung Jabung Timur
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 1231,60 1231,60 HGU
 36 PT. INDONUSA
 AGROMULIA Tanjung Jabung Timur
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 1797,10 1797,10 HGU
 37
 PT. MENDAHARA
 AGRO JAYA
 INDUSTRI
 Tanjung Jabung Timur
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 3235,20 3235,20 HGU
 38 PT. MENDERANG
 PLANTA KARPUSA Tanjung Jabung Timur
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 2394,69 34,88 HGU
 39 PT. METRO YAKIN
 JAYA Tanjung Jabung Timur
 KHG Sungai
 Batanghari -
 Sungai Air Hitam
 Laut
 2030,29 1714,96 HGU
 40 PT. KASWARI
 UNGGUL Tanjung Jabung Timur
 KHG Sungai
 Mendahara -
 Sungai Batanghari
 3215,30 3115,62 HGU
 41 PT. LADANG SAWIT
 SEJAHTERA Tanjung Jabung Timur
 KHG Sungai
 Betara - Sungai
 Mendahara
 242,06 242,06 HGU
 42 PT. TRI MITRA
 LESTARI Tanjung Jabung Barat
 KHG Sungai
 Baung - Sungai
 Betara
 5357,53 48,28 HGU
 43 PT. Jambi Agro Wiyana
 Sarolangun
 KHG Batang
 Tembesi - Sungai
 Merak 11847,69
 11832,28 HGU
 44 PT. Kresna Duta
 Agoindo Sarolangun
 KHG Batang
 Merangin - Batang
 Tembesi
 9598,03 9598,03 HGU
 45 PT. Bahana Karya
 Semesta Sarolangun
 KHG Batang
 Tembesi - Sungai
 Merak
 6109,58 6109,58 HGU
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 46 PT. Sari Aditiya Loka Sarolangun Gambut di luar
 KHG 308,72
 47 Koperasi Tiga serumpun Sarolangun
 KHG Batang
 Merangin - Batang
 Tembesi
 48 PT. Bumi Inti Raya Sarolangun
 KHG Batang
 Tembesi - Sungai
 Merak
 49 PT. Inti Agro Alam
 Lestari Sarolangun
 KHG Batang
 Tembesi - Sungai
 Merak
 50 PT. Agrowiyana Sarolangun Gambut di luar
 KHG
 51 PT. Cahaya Mitra Sawit
 Sarolangun Sarolangun
 KHG Batang
 Merangin - Batang
 Tembesi
 346,20 4 HGU
 52 PT. Perkebunan
 Nusantara VI Sarolangun
 KHG Batang
 Merangin - Batang
 Tembesi
 TOTAL LUAS 98206,55 80122,97
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 Tabel 2. Luas Konsesi Bidang Kehutanan (HTI/HA) Di Provinsi Jambi
 No Nama Perusahaan Nama KHG Kabupaten
 Luas (Ha)
 (Sesuai
 SK)
 Status
 Perizinan
 1
 PT. PESONA
 BELANTARA
 PERSADA
 KHG Sungai Air Hitam Laut -
 Sungai Buntu Kecil Muaro
 Jambi 21315
 IUPHHK-
 HPH KHG Sungai Batanghari - Sungai
 Air Hitam Laut
 2
 PT. DYERA
 HUTANI
 LESTARI
 KHG Sungai Mendahara - Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 8000 IUPHHK-
 HTI
 3 PT. TRI
 PUPAJAYA
 KHG Sungai Air Hitam Laut -
 Sungai Buntu Kecil
 Muaro
 Jambi 21995
 IUPHHK-
 HTI
 4
 PT. PUTRA
 DUTA INDAH
 WOOD
 KHG Sungai Air Hitam Laut -
 Sungai Buntu Kecil Muaro
 Jambi 34730
 IUPHHK-
 HPH KHG Sungai Batanghari - Sungai
 Air Hitam Laut
 5 PT. SARI HIJAU
 MUTIARA
 KHG Sungai Batang-Sungai
 Tungkal
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 20000 IUPHHK-
 HTI
 6 PT.WIRA KARYA
 SAKTI
 KHG Sungai Batanghari - Sungai
 Kumpeh Muaro.
 Jambi,
 Tanjung
 Jabung
 Timur,
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 293812 IUPHHK-
 HTI
 KHG Sungai Mendahara - Sungai
 Batanghari
 KHG Sungai Betara- Sungai
 Mendahara
 KHG Sungai Baung-Sungai Betara
 KHG Sungai Batang-Sungai
 Tungkal
 KHG Sungai Pengabuan-Sungai
 Baung
 7
 PT. TIESICO
 CAHAYA
 PERTIWI KHG Sungai Lalan - Sungai Merang
 Muaro
 Jambi 4800
 IUPHHK-
 HTI
 8 PT. RIMBA
 HUTANI MAS
 Muaro.
 Jambi,
 Tanjung
 Jabung
 Timur,
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 35814 IUPHHK-
 HTI
 TOTAL LUAS 440466
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 Gambar 11 Paket Meeting Kegiatan Supervisi Restorasi Gambut
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 SDM Penunjang DIPA TP Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, untuk terdiri dari:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kehutanan Provins Jambi
 2. Pejabat Pembuat Komitmen :
 a. Pejabat Pembuat Komitmen I dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi,
 betanggung jawab pada Sub Kegiatan:
 - Penyusunan SID dan DED
 - Pembangunnan Sumur Bor
 - Pembangungan Sekat Kanal
 - Revegetasi Gambut Bekas Terbakar
 b. Pejabat Pembuat Komitmen II dari Dinas Lingkungam Hidup Provinsi
 Jambi bertanggung jawab pada Sub Kegiatan:
 - Rapat Rutin TRGD dan SKPD
 - Koordinasi dan fasilitasi Restorasi Gambut
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorsi Gambut
 - Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan
 - Kegiatan Supervisi Restorasi Gambut di Kawasan Berizin
 c. Pejabat Pembuat Komitmen III dari BAPPEDA Provinsi Jambi,
 bertanggung jawab pada kegiatan :
 - Study Kelayakan Alternatif Mata Pencaharian Masyarakat Desa
 - Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat Desa
 - Bantuan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Gambut
 3. Staf Pengelola Keuangann sebanyak 12 (dua belas) orang
 4. Staf Penunjang Kegiatan DIPA TP PPNP DIPA TP sebanyak 8 orang
 5. Pantia-panitia Teknis disetiap kegiatan
 6. Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Jambi
 TIM PENGARAH RESTORASI GAMBUT DAERAH PROVINSI JAMBI
 a) Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi Jambi
 b) Pembina : 1) Ketua DPRD Provinsi Jambi
 2) Kapolda Jambi
 3) Dandrem 042 Gapu
 4) Kepala Pengadalian Tinggi Jambi
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 5) Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
 6) Rektor Universitas Jambi
 7) Rektor Universitas Batanghari
 c) Pengarah : 1) Bupati Muaro Jambi
 2) Bupati Tanjung Jabung Timur
 3) Bupati Tanjung Jabung Barat
 4) Bupati Merangin
 5) Bupati Sarolangun
 d) Anggota Pimpinan : 1) Aster Korem Gapu 042
 2) Karo Ops POLDA Jambi
 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 4) Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi
 5) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 6) Kepala Dinas Tanaman Pangan,
 Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
 7) Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jambi
 8) Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat Desa Provinsi Jambi
 9) Kepala BPBD Provinsi Jambi
 10) Kepala BKSDA
 11) Karo Pembangunan dan Kerjasama
 Setda Provinsi Jambi
 12) Karo Perekonomian dan SDA Setda Provinsi
 Jambi
 13) Karo Humas dan Protokol Setda
 Provinsi Jambi
 14) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
 Kepada Masyarakat
 15) Universitas Jambi
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 e) Kelompok Ahli
 Ketua : Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si
 Sekretaris : Dr. Ir. Sarman, M.P
 Anggota : 1) Prof. Dr. Ir. Zulkarnaen, M.Hort
 2) Dr. M. Syarif, M.P
 3) Dr. Ir. Hamzah, M.Si
 4) Dr. Bambang Hariyadi
 5) Dr. Noperdiman, S.Pt, M.P
 6) Dr. Yuni Ratna, S.P, M.S
 7) Dr. Helmi, SH, MH
 8) Riki Chandra Wijaya, M.Pd, MT
 9) Ir. Muhammad Sugihartono, M.Si
 f ) Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
 g ) Ketua Harian : 1. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 h ) Sekretaris : Kepala DLH Provinsi Jambi
 i ) Sekretariat
 Ketua : Kabid Pengendalian Pencemaran dan
 Kerusakan Lingkungan DLH Provinsi Jambi
 Wakil Ketua : Sekretaris DLH Provinsi Jambi
 Anggota : 1) Kabid Penataan Lingkungan DLH Provinsi Jambi
 2) Kasubbid Tata Ruang, SDA dan LH
 Bappeda Provinsi Jambi
 3) Kasi Pengendalian Kerusakan DLH Provinsi Jambi
 4) Kasi Perubahan Iklim dan Ekonomi
 Lingkungan DLH Provinsi Jambi
 5) Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas
 Kehutanan Provinsi Jambi
 6) Hendra Admaja, SE, MM (Bappeda Provinsi Jambi)
 7) Triyanta Kesatria (Bappeda Provinsi Jambi)
 8) Budi Prihatin, S.Hut (Dinas Kehutanan
 Provinsi Jambi)
 9) Ridwan Fitriyanto, Skm (DLH Provinsi Jambi)
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 10) Yosep, ST (DLH Provinsi Jambi)
 11) Dedi Amrizal AM.KL (DLH Provinsi Jambi)
 j ) Unsur Pelaksanaan
 1. Bidang Perencanaan & Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi
 Ketua : Kabid Pengembangan Wilayah, Tata Ruang,
 SDA dan LH Bappeda Provinsi Jambi
 Anggota : 1) Kabag SDA Biro Perekonomian dan SDA
 2) Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi
 3) Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas
 PU Provinsi Jambi
 4) Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan
 Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 5) Kabid Prasarana Sarana dan Perlindungan
 Perkebunan Dinas Perkebunan Provnsi Jambi
 6) Poppy Hafianti, ST, MM (Bappeda Provi.
 Jambi)
 2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 Ketua : Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Jambi
 Anggota : 1) Balai Wilayah Sugai Sumatera IV
 2) Kepala BKSDA Wilayah Jambi
 3) Kabid Perlindungan dan KSDAE Dinas
 Kehutanan Provinsi Jambi
 4) Kabid Prasarana Sarana dan Perlindungan
 Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 5) Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluhan
 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
 Peternakan Provinsi Jambi
 6) Kepala Taman Nasional Berbak
 7) Eki Asmindo Putra, ST (Bappeda Provinsi
 Jambi)
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 3. Bidang Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraaan
 Ketua : Kabid Tata Lingkungan DLH Provinsi Jambi
 Anggota : 1) Kabag Tata Lingkungan DLH Provinsi Jambi
 2) Kabag Pemberitaan dan Publlikasi Biro Humas
 dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
 3) Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
 Jambi
 4) Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan
 Masyarakat dan Hutan
 5) Kasubbid Industri, Perdagangan dan
 Pengembangan Dunia Usaha
 6) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
 7) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
 (GAPKI)
 8) Masyarakat Konservasi Tabah dan Air
 Indonesia Cabang Indonesia
 9) Fitrisia Nora, A.Md (Bappeda Provinsi Jambi)
 4. Pemulihan Lapangan (Revegetasi dan Budidaya)
 Ketua : Kabid BPDAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi
 Jambi
 Anggota : 1) Kepala BPDAS Batanghari KLHK-RI
 2) Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat
 Dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 3) Kabid Perbenihan dan Produksi Perkebunan
 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 4) Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas
 Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
 Provinsi Jambi
 5) Kepala Taman Nasional Berbak
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 6) Kasubbid Perkebunan, Kelautan dan Perikanan
 Bappeda Provinsi Jambi
 7) Yani Sriningsih, ST, M.Eng (Bappeda Provinsi Jambi)
 8) Hendra Yunaldi (Bappeda Provinsi Jambi)
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 A B C D E F G H I J K L
 Pagu 387.520.000 704.100.000 117.367.000 1.093.646.000 869.642.000 5.446.286.000 18.465.350.000 1.763.977.000 346.054.000 1.675.810.000 4.288.692.000 788.397.000
 Terealisasi 97.782.500 433.868.865 0 834.132.573 697.958.400 3.328.868.175 14.088.299.363 1.641.694.911 232.403.100 1.052.558.851 4.025.558.674 226.098.026
 Persentase 25,23 61,62 0 76,27 80,26 61,12 76,3 93,07 54,59 62,81 93,86 28,68
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 BAB 1.
 PENDAHULUAN
 1.1 Latar Belakang
 Provinsi Jambi mempunyai luas wilayah mencapai 2.098.535 Ha atau 42,98 % dari
 luas wilayah Provinsi Jambi dengan fungsi terbagi atas Hutan Produksi Terbatas 258.285 Ha
 (5,29%), Hutan Produksi Tetap 963.792 Ha (19,74%), Hutan Konversi 11.399 Ha (0,23%),
 Hutan Lindung 179.588 Ha (3,68%) dan Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam 685.471 Ha
 (14,03%). Menuru Gubernur Jambi (Anonimous, 2016), potensi lahan gambut di Provinsi
 Jambi ± 900,00 Ha, yang terdiri dari atas Hutan Lindung Gambut seluas 83.630 Ha, Taman
 Nasional Berebak seluas 146.000 Ha, Tahura sekitar Tanjung seluas 21.000, Hutan Produksi
 (Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim 113.000 Ha dan APL seluas 536.370 Ha).
 Lahan gambut di Provinsi Jambi seluas 617.562 Hektar terdiri dari Belum
 teridentifikasi 159 Hektar, Pasca kebakaran 2015 – 2017 67.241 Hektar, Gambut Lindung
 Berkanal 324.856 Hektar, Gambut Tidak Berkanal 149.524 Hektar, Gambut Budidaya 75.781
 Hektar, Total Lahan Gambut Provinsi Jambi 671.562 Hektar. Berdasarkan data Badan
 Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Jambi, melaporkan bahwa pada tahun
 2015 tercatat bencana kebakaran hutan dan lahan. Terkait musibah kebakaran hutan, baik di
 Jambi maupun di regional Sumatera yang terjadi pada tahun 2015 memberikan dampak
 negatif dalam bidang perekonomian maupun pembangunan daerah secara umum. Hal ini
 dikarenakan asap yang merupakan hasil ikutan dari proses pembakaran telah menyebar dan
 cukup pekat sehingga sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat seharihari, khususnya
 dalam hal kesehatan masyarakat. Dengan demikian musibah kabut asap yang disebabkan
 karena kebakaran hutan dan lahan gambut ini harus diantisipasi dikemudian hari dengan
 menelaah faktor - faktor penyebab kebakaran apa saja yang mendominasi terjadinya bencana
 ini. Menurut Gubernur Jambi (2016), kebakaran pada tahun 2015 telah berdampak buruk
 terhadap perekonomian Provinsi Jambi dan menimbulkan kerugian hingga Rp. 12 trilyun.
 Berikut data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mengenai gambaran kualitas udara
 di Provinsi Jambi:
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 No Provinsi Kabupaten/Kota IKU Kab/
 Kota
 IKU
 Prov
 1 JAMBI
 (1500)
 KERINCI
 (1501) 85.95 88.04
 2 JAMBI
 (1500)
 MERANGIN
 (1502) 92.47
 3 JAMBI
 (1500)
 SAROLANGUN
 (1503) 89.16
 4 JAMBI
 (1500)
 BATANGHARI
 (1504) 84.69
 5 JAMBI
 (1500)
 MUARO JAMBI
 (1505) 80.55
 6 JAMBI
 (1500)
 TANJUNG JABUNG TIMUR
 (1506) 90.96
 7 JAMBI
 (1500)
 TANJUNG JABUNG BARAT
 (1507) 90.29
 8 JAMBI
 (1500)
 TEBO
 (1508) 92.08
 9 JAMBI
 (1500)
 BUNGO
 (1509) 91.46
 10 JAMBI
 (1500)
 SUNGAI PENUH
 (1510) 90.14
 11 JAMBI
 (1500)
 JAMBI
 (1571) 80.68
 1.2 Organisasi Satker
 Dinas Kehutanan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
 Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
 Dinas Kehutanan melaksanakan tugas Penyusunan Program dan Pengendalian di
 Bidang Kehutanan. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kehutanan. Pelaksanaan
 Penataan dan Perlindungan Hutan. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Produksi hutan serta
 pemasarannya. Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:
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 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 a Sub Bagian Program;
 b Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 c Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Jabatan Fungsional:
 a Polisi Kehutanan
 b Penyuluh Kehutanan
 c Pengendali Ekosistem Hutan
 4. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan :
 a. Seksi Perencanaan Tata Hutan
 b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan
 c. Seksi Pengolahan, Pemasaran, dan PNBP
 5. Bidang Perlindungan dan KSDAE
 a Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 b Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 c Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
 6. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
 a. Seksi Pengelolaan DAS
 b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
 7. Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat
 a. Seksi Penyuluhan Kehutanan
 b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 c. Seksi Hutan Adat
 8. UPTD / KPH Kabupaten & TAHURA
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 1.3 Isu Strategi
 Berdasarkan dokumen Rencana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021
 upaya mewaujudkan good governance dimana ditujukan pada lingkungan internal dimana
 pemerintah , sektor swasta dan masyarakat sekitar sektor kehutanan, sudah menjadi suatu
 kerangka sistem dalam pengelolaan hutan.
 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan
 sebagai berikut:
 1. Jumlah SDM teknis Kehutanan belum memadai (rasio luas kawasan hutan dengan
 SDM)
 Luas Kawasan hutan di Provinsi Jambi kurang lebih 2.098.535 Ha, dengan luasan yang
 dikelola/diawasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi seluas kurang lebih 1.413.064 Ha
 (Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap, Hutan Konversi dan Hutan Lindung) dengan
 jumlah seluruh PNS sebanyak 467 orang PNS, dengan rincian Polhut 89 Orang,
 Penyuluh 37 Orang dan, Fungsional umum 341 orang, kedepannya mempunyai
 tantangan yang cukup berat dalam mewujudkan Visinya untuk menuju Hutan Lestari.
 2. Belum lengkapnya data base Kehutanan (potensi dan penggunaan kawasan hutan)
 Saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Jambi belum memiliki data yang akurat mengenai
 potensi Kawasan hutan yang ada, baik itu potensi hasil hutan kayu maupun hasil hutan
 non kayu. Data penggunaan Kawasan hutan yang diterbitkan oleh Pemerintah
 Kabupaten juga tidak semuanya diketahui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi,
 terutama data citra satelit untuk menghitung luas tutupan lahan di Provinsi Jambi.
 3. Belum Mantapnya Re-Organisasi
 Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang tentang
 Pembentukan , Penyusunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit
 Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas
 Kehutanan Provinsi Jambi telah memiliki UPTD KPHP sebanyak 11 dan Peraturan
 Gubernur Nomor 28 tahun 2018 tentang – tentang Pembentukan, Penyusunan
 organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman
 Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, memiliki 1 UPTD Tahura, namun
 struktur yang relative baru ini belum berjalan dengan baik, karena dukungan
 pendanaan Dinas Kehutanan yang minim.
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 4. Belum Mantapnya kepastian hukum batas kawaswan hutan (revisi tata ruang,update
 data hasil hasil tata batas,tata batas belum temu gelang)
 Kawasan hutan yang ada semuanya telah di tata batas baik itu batas fungsi maupun
 batas luar, namun batas-batas tersebut belum temu gelang.
 5. Kurangnya sosialisasi dibidang kehutanan (penyebaran iformasi)
 Kasus-kasus illegal logging, kebakaran hutan dan penambahan Kawasan hutan
 disebabkan oleh ketidaktahuan masyrakat akan fungsi dan manfaat hutan. Tanpa
 merusak hutan seperti masyarakat lakukan saat ini sebenarnya mereka juga dapat
 sejahtera. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu penyebab
 dari terjadinya kasus-kasus tersebut di atas.
 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas fungsi berdasarkan
 Rencana Strategis yang telah disusun dengan gambaran sebagai berikut:
 A. KEKUATAN (Strengthen)
 1. Adanya peraturan dibidang kehutanan ( Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014
 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4437), tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan semua
 kegiatan di bidang Kehutanan kewenangannya diserahkan ke Provinsi dalam bentuk
 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
 Lindung (KPHL) kecuali kabupaten/kota yang mengelola Taman Hutan Raya
 (TAHURA).
 2. Kebijakan nasional (HTR, HKm, Hutan Desa, Hutan Adat, 1 Miliar pohon,
 penanggulangan ekosistem, penanggulangan kebakaran hutan, KPH, Kebun bibit
 rakyat, RHL ) Adanya kebijakan Nasional untuk rehabililtasi hutan dan lahan dalam
 bentuk kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyrakatan (HKm), Hutan
 Desa (HD), Hutan Adat, Gerakan penanaman 1 miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat dan
 pemberian izin Restorasi Ekosistem merupakan kebijakan pemerintah untuk menuju
 hutan lestari dan membuka ruang untuk pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
 Selain kebijakan tersebut diatas pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden
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 untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dalam hal ini bekerja
 sama dengan TNI dan POLRI dalam Penanggulangan kasus kebakaran hutan
 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Perda larangan untuk
 membakar lahan dan hutan dalam membuka lahan. Struktur KPHP atau KPHL yang
 diproyeksikan berada pada Kawasan tapak untuk melakukan pengelolaan Kawasan
 hutan yang berada pada wilayahnya.
 3. Peraturan Gubernur tentang KARHUTLA, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah
 membuat Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 tahun 2016 Tentang pencegahan dan
 pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 4. Isu-isu Internasional ( UNFCCC cop 21 )
 Adanya isu-isu Internasional tentang perubahan iklim, Dalam Conference Of Parties
 21 Paris (COP 21), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sanggup
 menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Bahkan, sampai 41 persen jika
 mendapatkan bantuan internasional, dimana sector yang paling mendominasi dalam
 meningkatkan cadangan carbon adalah sector Lahan (Kehutanan, Perkebunan dan
 Pertanian) dan Isu tentang pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean 2016.
 5. Pasar hasil hutan kayu dan non kayu di tingkat local, regional maupun global)
 Tersedianya pasar hasil hutan kayu dan non kayu ditingkat local, regional maupun
 global yang mempunyai ikatan dagang yang sangat kuat dengan pengusaha industry
 berbasis kehutanan yang telah ada di Provinsi Jambi.
 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang Kehutanan
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidang Kehutanan yang berada di Provinsi
 Jambi terdiri dari dalam dan luar negeri, yang tergabung dalam Sekretariat Bersama
 Pengelolaan Hutan.
 7. Badan Restorasi Gambut BRG
 Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan Program pemerintah pusat yang
 dikhusukan untuk Provinsi yang mempunyai areal/lahan Gambut dalam bentuk tugas
 pembantuan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD yaitu BAPPEDA, Dinas Lingkungan
 Hidup dan Dinas Kehutanan, kegiatannya meliputi Pembangunan kanal, Sumur Bor
 dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang bergambut.

Page 42
                        

37 Laporan Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2018
 B. KELEMAHAN (Weakness)
 1. Tingkat kesadaran dunia usaha dan masyarakat terhadap kelestarian hutan masih
 rendah (perekonomian/pengetahuan/pemahaman masyarakat disekitar hutan yang
 rendah)
 Kondisi perekonomian, pengetahuan dan pemahaman masyarakat disekitar hutan yang
 rendah akan fungsi dan manfaat hutan mengancam kelestarian hutan.
 2. Ilegal logging dan perambahan Kawasan hutan, (pembalakan liar dan peredarannya,
 open akses eks HPH)
 Masih tingginya pencurian kayu didalam Kawasan hutan dan masih berlangsungnya
 kegiatan perambahan Kawasan hutan, hal ini masih merupakan ancaman yang harus
 segera dicari jalan keluarnya.
 3. Pola kepemilikan/pemanfaatan lahan diluar Kawasan hutan (implementasi peraturan
 pertanahan belum optimal, lahan tidur belum dimanfaatkan, produktifitas lahan masih
 rendah)
 Kepemilikan tanah oleh masyarakat yang tidak proposional diluar Kawasan hutan,
 dipihak lain masih banyak kepemilikan tanah lebih dari 25 Ha, diisi lain belum
 dimanfaatkannya lahan-lahan kosong.
 4. Dumping dan persaingan harga kayu olahan ditingkat internasional (produk kayu
 olahan/plywood dari cina lebih murah).
 Banyaknya negara lain yang masih menerapkan strategi dumping, dimana harga
 produk eksport yang menerapkan lebih murah dari pada harga yang ada di dalam
 negeri. Hal ini membuat produk local tidak laku.
 5. Lemahnya penegakan hokum dibidang kehutanan (putusan pengadilan belum
 memberikan efek jera).
 Di dalam memberian hukuman oleh penegak hokum dirasa belum maksimal
 dibandingkan dengan kesalahan yang telah diperbuat, hal ini membuat pelaku tidak
 jera dan berakibat kasus pidana dibidang Kehutanan terus berulang dan terjadi.
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 6. Perubahan iklim yang sangat drastic
 Perubahan iklim sangat drastic menyebabkan factor cuaca berubah – ubah sangat cepat
 sehingga pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan susah di prediksi.
 7. Pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke Provinsi dengan kondisi Sumber
 Daya Manusia bidang kehutanan terbatas dan kemampuan pembiayaan kurang
 memadai untuk mengelola Kawasan hutan di Provinsi Jambi.
 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :
 1. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
 hokum yang bebas korupsi, bermanfaat dan terpecaya, dengan sub agenda kegiatan :
 - Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar.
 2. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan sub
 agenda kegiatan :
 - Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakkan sektor-sektor strategis
 ekonomi domestic, dengan sub agenda kegiatan :
 - Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan
 - Perbaikan Kualitas lingkungan hidup
 - Penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi
 kebencanaan
 - Peningkatan ketahanan air
 Sedangkan Prioritas pembangunan bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan, masuk pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
 yang, merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi
 berbasis SDA dan LH yaitu :
 1. Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan, sasaranya
 meliputi,
 - Pengembangan KPH produksi dan produk kayu
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 - Pengembangan KPH lindung dan hasil hutan bukan kayu
 2. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS.
 - Peningkatan kinerja tata kelolaaan kehutanan
 - Peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati
 - Peningkatan pengelolaan DAS
 3. Peningkatan lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi
 berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati.
 - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
 - Melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi kehati, sesuai dengan arah kebijakan
 dan strategi dalam Indonesia Biodeversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-
 2020.
 4. Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.
 - Meningkatkan penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi tercermin dengan
 menurunnya emisi GRK di lima sector prioritas.
 Penentuan Isu-Isu Strategis
 1. Lingkungan Strategis Internasional
 Perubahan tatanan global yang terjadi sangat pesat, merupakan lingkungan strategis
 global yang perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan pada penetapan alternative
 pada setiap strata kewenangan kebijakan, baik di tingkat Nasional, Propinsi, maupun
 Kabupaten.
 Lingkungan strategis Internasional ini antara lain :
 a. Efek dari penandatanganan Conference of Parties 21 Paris (COP 21), dimana Presiden
 Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sanggup menurunkan emisi sebesar 29
 persen pada tahun 2030. Bahkan, sampai 41 persen jika mendapatkan bantuan
 internasional, dimana sektor yang paling mendominasi dalam meningkatkan cadangan
 carbon adalah sektor Lahan terutama dibidang Kehutanan.
 b. Perkembangan pasar bebas global maupun regional, antara lain terjalinnya
 kesepakatan-kesepakatan AFTA (Asian Free Trade Agreement), GATT (General
 Agreement for Trade and Tariff), dan WTO (World Trade Organization), akan
 menjadi faktor yang mempunyai pengaruh signifikan dalam penetapan kebijakan-
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 kebijakan administrasi public. Pasar bebas global ini akan berpengaruh pada kebijakan
 yang berkenaan dengan nilai sebenarnya (actual value) dari kayu, dan secara sistemik
 akan mempunyai daya ungkit /pengungkitan (leverage) kepada Sistem Pengelolaan
 Kehutanan di Indonesia.
 c. Isu lingkungan global yang sudah nyata menekan dan menuntut Indonesia
 memperbaiki kinerja pengelolaan sumber daya hutan dan industry berbasis kehutanan,
 memerlukan sikap tanggap administrasi public di dalam menetapkan pilihan
 alternative startegisnya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Internasional.
 Kekuatan pengaruh lingkungan strategis global ini ternyata sudah dapat digambarkan
 oleh adanya kewajiban yang dituntut masyarakat internasional kepada Indonesia
 anatara lain untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada CGI (Consultative Group
 on Indonesia).
 Lingkungan Strategis Nasional
 Otonomisasi atau desentralisasi yang sedang berlangsung pada sistem pemerintahan Negara
 Kesatuan Republik Indonesia, merupakan lingkungan strategis Nasional, yang akan
 berpengaruh sangat nyata di dalam penetapan kebijakan public dan operasionalisasi
 administrasi publik di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 Peletakan kewenangan yang besar pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi
 sebagai Daerah Otonom, merupakan titik balik tumpuang tanggung jawab dan mobilitas
 kebijakan yang semula sentralistik menjadi terbagi kepada provinsi-provinsi dan kabupaten-
 kabupate. Kegagalan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten menanggapi
 pergeseran lingkungan strategis ini, akan merupakan kegagalan pemerintah mensinergikan
 mobilitas kebijakan dan pada akhirnya akan merupakan kegagalan Pemerintah Indonesia
 dalam memenuhi komitmennya.
 Kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan yaitu :
 1. Pemantapan Kawasan Hutan
 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung DAS melalui Rehabilitasi 15 DAS
 Prioritas dan 30 DAS Prioritas sampai 2019
 3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan
 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati
 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan
 6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan
 7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan
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 8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan
 9. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
 Lingkungan Strategis Provinsi
 Kesenjangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dari sumber daya alam hutan dengan
 kebutuhan bahan baku industry berbasis kehutanan, merupakan faktor lingkungan strategis di
 Provinsi Jambi. Berdasarkan data Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) jumlah industri 88
 Unit dengan rendemen rata-rata 50 % berdasarkan kapasitas produksi izin yang dimiliki
 memerlukan bahan kayu bulat sebanyak lebih kurang 17.100.000 M3/tahun . Sedangkan
 ketersediaan bahan kayu bulat yang ada, berdasarkan sistem Pengelolaan Hutan
 Lestari/berkelanjutan (Sustainable Forestry Management) paling besar hanya sebesar lebih
 kurang 9.102.000 M3/ tahun.
 Di Propinsi Jambi juga terdapat 4 (empat) unit Taman Nasional (National Park), yang
 merupakan beban amanat dari masyarakat Internasional, untuk dijaga keutuhannya. Keempat
 Taman Nasional tersebut adalah :
 a) Taman Nasional Kerinci Seblat
 b) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
 c) Taman Nasional Berbak
 d) Taman Nasional Bukit Dua Belas
 Lingkungan strategis yang lain adalah kondisi masyarakat local yang melakukan perambahan
 lahan Kawasan hutan dan penebangan liar (illegal loging) yang saat ini semakin tidak
 terkendali/anarkis dengan dalih bahwa saat ini seluruh potensi sumber daya alam harus dapat
 langsung dinikmati oleh rakyat sebagai tebusan atas semua yang telah terjadi pada
 pemerintahan yang lalu.
 Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi antara lain :
 1. Banyaknya Kawasan hutan yang masih belum ada pengelola di tingkat tapak.
 2. KPHP dan KPHL yang merupakan unit pengelola di tingkat tapak belum dapat
 menjalankan fungsi dan wewenangnya secara baik
 3. Tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta perambahan Kawasan.
 4. Jumlah Sumber Daya Manusia pengelola kehutanan yang terbatas
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 Asumsi
 Asumsi adalah merupakan konklusi tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya
 terhadap masa depan organisasi dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya,
 karena akan berpengaruh terhadap hubungan internal organisasi. Asumsi ini akan
 dipakai sebagai dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis,
 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategis.
 Dalam hubungannya dengan substansi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan secara
 lestari, dapat dirumuskan asumsi asumsi sebagai berikut :
 1. Pembiayaan untuk data base Kehutanan Provinsi masih memperoleh dukungan
 sistem dan dana pemerintah pusat.
 2. Investasi Pengusahaan Hutan dan Industri berbasis Kehutanan dalam kerangka
 sistem yang telah ada masih dihargai.
 3. Kewenangan dan sistem hokum dan kebijakan yang tersedia masih dianggap
 relevan dalam proses otonomisasi.
 4. Dukungan politisi dari kalangan legislative dan kalangan Lembaga Swadaya
 Masyarakat, untuk pembenahan sektor Kehutanan dapat dikonsolidasikan.
 5. Proses otonomisasi dapat terlaksana dengan baik, dalam arti ada kesadaran
 Bersama bahwa peletakan kewenangan di bidang kehutanan tidak hanya bermakna
 desentralisasi wewenang tetapi juga berkenaan dengan pertanggung jawabannya.
 6. Komitmen dukungan Internasional kepada Indonesia, tetap tersedia dalam
 kerangka kerjasama bilateral maupun multilateral.
 Nilai-nilai
 Nilai-nilai yang akan diterapkan dalam pelaksanaan misi untuk pencapaian visi
 organisasi, adalah nilai nilai yang memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan Good
 Governance, reformasi birokrasi dan nilai dasar moral dan etika rimbawan, yaitu :
 Kejujuran, Keterbukaan, Komitmen, Tanggung Jawab, Profesionalisme, Kesetaraan,
 Supremasi Hukum, Partisipaso Masyarakat, Disiplin, Iklas, Adil, Peduli, Kerjasama,
 Visioner.
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 STRATEGI
 Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat di simpulkan sebagai berikut :
 1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas
 Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi.
 2. Peningkatan kedisiplinan dan keseragaman berpakaian
 3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar
 daerah
 4. Peningkatan Sumber daya manusia di bidang Kehutanan
 5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
 6. Inventarisasi subjek dan objek konflik dengan cara mendata daerah yang rawan
 konflik terutama konflik terutama konflik batas Kawasan hutan.
 7. Memperluas dan menata Kawasan hutan yang dikelola oleh masayrakat
 8. Memenuhi target capaian PNBP (%)
 9. Retribusi daerah sektor kehutanan terhadap PAD total.
 10. Mengelola dan merencanakan Kawasan hutan secara baik
 11. Menurunkan luas Kawasan hutan dan lahan yang terbakar
 12. Menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Jambi
 ARAH KEBIJAKAN
 Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Menyusun pengelolaan KPHL dan KPHP berbasis geospasial digital
 2. Membuat usulan perubahan status dan fungsi Kawasan hutan
 3. Menyebabkan informasi kegiatan dinas Kehutanan dan pemasaran hasil hutan di
 website
 4. Membentuk kekompak tani hutan
 5. Menunjuk lokasi PHBM
 6. Memfasilitasi pembentukan Hutan adat
 7. Mengalakkan agrofostry dan agrofishery
 8. Memfasilitasi penataan batas Hutan Desa, HTR, HKM dan Hutan Adat
 9. Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Sosial
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 10. Mengembangkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu
 11. Memberi bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan Non Kayu
 12. Memberi bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu kepada
 pemilik lahan hutan hak.
 13. Menambah HPH/HA dan hutan hak yang mendapat sertifikasi legal
 14. Mensosialisasikan kepada masayarakat, pelaku usaha mengenai pemanfataan kayu
 rakyat dan teknologi pengolahan hasil hutan berwawasan lingkungan.
 15. Mengawasi dan Pengendalian pada pemegang IUPHHK
 16. Mengurangi jumlah kasus peredaran hasil hutan kayu illegal
 17. Menambah Jumlah IUPHHK HT/HA, IUIPHHK dan hutan hak yang sudah
 menggunakan aplikasi online untuk penatausahaan hasil hutan kayu.
 18. Pelaksanaan sosialisasi tata batas Kawasan hutan untuk terbangunnya pemahaman
 masyarakat terhadap batas Kawasan hutan.
 19. Melakukan pemeliharaan rintis batas dan Pal batas Kawasan hutan
 20. Mengevaluasi IPPKH
 21. Menyelesaikan konflik kehutanan
 22. Pemantapan dan Evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca
 (PEP RAD-GRK)
 23. Melakukan rekontruksi Batas Kawasan hutan sesuai dengan posisi berita acara tata
 batas.
 24. Melaksanakan Patroli dan Ground Check dalam rangka Pencegahan kebakaran
 Hutan dan Lahan.
 25. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penaggulangan kebakaran hutan
 dan lahan
 26. Membentuk masyarakat peduli api (MPA)
 27. Melaksanakan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan
 28. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasaran kebakaran hutan dan lahan
 29. Melakukan koordinasi dalam proses penegakan hokum kehutanan
 30. Pengadaan dan pengembangan bibit/benih tanaman kehutanan untuk KPH, Taman
 Hutan Kenali dan TAHURA.
 31. Melakukan Penanaman dan pemeliharaan Pohon pada hutan Wisata, KPH,
 TAHURA, Arboreteum,Tanaman Unggulan local dan hutan adat.
 32. Membuat Bibit Tanaman Kehutanan yang berkualitas (sertifikat) dan koleksi
 Tumbuhan Dataran Rendah Sumatera
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 33. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS)
 34. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi diluar Kawasan hutan di
 11 KPHP
 35. Melakukan Rehabilitasi Kawasan hutan di 11 KPHP
 36. Memelihara tanaman pada Kawasan hutan di 11 KPHP
 37. Meningkatkan pengelolaan KPH, Tahura, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan
 Pengembangan usaha ekonomi produktif
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 BAB II.
 PERENCANAAN KERJA (PK)
 Perjanjian kerja Tugas Pembantuan tahun 2018 Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 tahun 2018, sebagaimana Tabel 1 dan 2, sebagai berikut :
 Tabel 3. Target Kinerja Restorasi Gambut Provinsi Jambi Tahun 2018.
 No Sasaran Kegiatan Indikator Kerja Tahun 2018 Anggaran
 1. Meningkatnya luasan lahan
 yang difasilitasi restorasi
 gambutnya
 Luas lahan yang terdampak terget
 restorasi gambut yang difasilitasi
 restorasinya pada Provinsi Jambi
 seluas 151.663 Hektar
 Rp. 35.946.841.000
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 Tabel 4. Target Output Kegiatan Restorasi Gambut 2018 (awal)
 No.
 Sasaran Kegiatan
 Indikator Kinerja
 Tahun 2018
 Target
 Tahun 2018
 1. Meningkatnya luasan lahan
 yang difasilitasi restorasi
 gambutnya
 Rapat Rutin TRGD 1 Laporan
 Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut
 1 Laporan
 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
 Restorasi Gambut 1 Laporan
 Pengelolaan Program dan Pendukung
 Kegiatan 1 Layanan
 Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Restorasi Gambut
 1 Laporan
 Penyusunan SID dan DED 2 KHG
 Pembangunan Sumur Bor 4
 501 KHG
 Unit
 Pembangunan Sekat Kanal 4
 390 KHG
 Unit
 Revegetasi Gambut Bekas Terbakar 2
 75 KHG
 Hektar
 Feasibility Study Analisis Pencaharian Masyarakat Desa Gambut
 1 Dokumen
 Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat
 Desa 1 Laporan
 Bantuan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa
 Gambut 3
 19
 KHG
 Paket
 Target kinerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi DIPA TP
 (105103) pada intinya dituangkan dalam kegiatan 3R yaitu: Pembasahan (Rewetting),
 Revegetasi dan Revitalisasi Ekonomi.
 2.1 Pembasahan Gambut (RIWETTING)
 Kegiatan pembasahan gambut (peatland rewetting) adalah salah satu cara yang
 dipakai untuk memulihkan lahan gambut yang kering. Pembasahan dilakukan dengan cara
 membangun infrastruktur seperti tabat/sekat, dam dan lain-lain pada kanal-kanal drainase
 terbuka agar laju aliran air keluar (surface run-off) berkurang dan daya simpan air (retensi)
 pada badan kanal/parit dan daerah sekitarnya meningkat.
 Tujuan utama dari kegiatan pembasahan gambut adalah memulihkan sifat dan perilaku
 awal hidrologi dengan cara mempertahankan paras muka air permukaan (surface water level)
 dan paras air tanah (ground water table) secara maksimal khususnya pada musim kemarau
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 sehingga ketidaksetimbangan hidrologi dapat diminimalisir dan tingkat kebasahan serta
 kelembaban lahan gambut dapat dipertahankan secara maksimal.
 Dengan demikian diharapkan karakteristik hidrologi gambut terganggu dapat pulih
 dan stabil mendekati kondisi asli sebelum adanya gangguan. Disamping pemulihan status
 hidrologi, kegiatan pembasahan gambut juga dapat memberikan manfaat lain berupa
 mengurangi potensi dan resiko kebakaran gambut . Adapun kegiatan pembasahan lahan
 gambut akan dilaksanakan di Provinsi Jambi, yaitu: 1) Pembangunan sumur bor dengan
 dilengkapi alat memadam kebakaran dan pemeliharaannya; 2) Pembangunan sekat kanal; dan
 Adapun Rincian rencana pembangunan infrastruktur pembasahan gambut tersaji pada tabel
 berikut:
 Tabel 5. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Tahun 2018
 A. Rencana Pembangunan Sekat Kanal Melalui Pokmas
 KHG Desa/
 Kabupaten
 Nama
 Pokmas
 Unit
 KHG Sungai Batanghari –
 Sungai Air Hitam Laut
 Gedong Karya Alam Lestari 7
 Seponjen Gambut Tahura 9
 Pematang Raman Pematang Gambut 15
 Jebus Sepakat 9
 Betung Betung Madani 6
 Jebus Maju Bersama 10
 Jebus Satu Kata 8
 KHG Sungai Batanghari –
 Sungai Kumpeh
 Seponjen Gambut Raya 17
 Seponjen Berkah Alam 9
 Seponjen Karya Gambut 12
 Sogo Alam Lestari 15
 KHG Sungai Betara – Sungai
 Mendahara
 Muntialo Karya Lestari 8
 Muntialo Karya Lestari II 11
 Muntialo Karya Lestari III 11
 Teluk Kulbi Teluk Kulbi I 20
 Teluk Kulbi Teluk Kulbi II 25
 Makmur Jaya Wono Catur 5
 Sungai Terap Anugrah 18
 Sungai Terap Agung Sejahtera 18
 Suak Labu Sido Mandiri 15
 Sungai Gebar Sido Makmur 6
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 KHG Desa/
 Kabupaten
 Nama
 Pokmas
 Unit
 KHG Sungai Mendahara –
 Sungai Batanghari
 Merbau Pemuda Peduli Gambut 16
 Pandan Lagan Bagus Mandiri 18
 Pandan Sejahtera Sepakat Jaya 14
 Pandan Sejahtera Garpu Simpan 16
 Pandan Sejahtera Garuda Muda 20
 Merbau Matturue 8
 Sungai Beras Senang Jaya 6
 Sinar Wajo Gambut Giri Mulyo 8
 Pamatang Rahim Karya maju 14
 Jumlah 390
 B. Rencana Pembangunan Sumur Bor Melalui Pokmas
 KHG Desa/
 Kab
 Nama
 Pokmas
 Unit
 KHG Betara - Mendahara Sinar Wajo Cari Berkah 25
 KHG Batanghari – Kumpeh Pulau Mentaro Fulmen Berkah 40
 Rukam Putra Amana 0
 Sungai Aur Rimba Karya 28
 KHG Kumpeh – Air Hitam
 Laut
 Sungai Aur Lestari 50
 KHG Mendahara – Batanghari Catur Rahayu Jaya Mulya 58
 Catur Rahayu Peduli Rimba 47
 Parit Culum Pemuda Peduli Gambut 44
 Teluk Dawan Pemuda Peduli Gambut
 I
 43
 Teluk Dawan Pemuda Peduli Gambut
 II
 25
 Catur Rahayu Rimbawan Jaya 54
 Catur Rahayu Jaya Bersama 38
 Catur Rahayu Maju Bersama 49
 Jumlah 501
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 2. Revegetasi
 Salah satu permasalahan khusus dengan lahan gambut terdegradasi adalah
 keterbatasan ketersediaan benih-benih pohon endemis yang disebabkan penghilangan atau
 kematian pohon induk disebabkan oleh kegiatan pembalakan dan kebakaran yang berulang-
 ulang. Dengan demikian pengadaan benih merupakan langkah yang sangat penting di dalam
 proses revegetasi lahan gambut terdegradasi (gundul).
 Secara umum, ada tiga teknik utama yang sering dipakai untuk penyiapan dan
 pengadaan benih pohon hutan rawa gambut di Indonesia, yaitu teknik rekruitmen anakan alam
 (wilding), benih biji yang diperoleh dari buah dan dibesarkan pada bedeng sapih sebelum
 ditransplantasi ke lapangan, dan stek batang dan untuk pelaksanaan kegiatan ini direncanakan
 melibatkan Kelompok Masyarkat untuk mengelola kegiatan revegetasi.
 .
 Tabel 6. Rencana Kegiatan Revegetasi di Provinsi Jambi Tahun 2018.
 KHG
 Lokasi Nama Pokmas Luas (Ha)
 Sungai Batanghari –
 Sungai Mendahara
 Tanjung Jabung Timur Wono Mulyo 25
 KHG Lokasi Nama Pokmas Luas (Ha)
 Sungai Batanghari –
 Sungai Mendahara
 Muaro Jambi Gambut
 Londerang Berjaya
 25
 KHG Lokasi Nama Pokmas Luas (Ha)
 Sungai Sei Kumpe-
 Sungai Air Hitam Laut
 Muaro Jambi Gambut Harapan 25
 KHG Lokasi Nama Pokmas Luas (Ha)
 Sungai Sei Kumpeh –
 Sungai Air Hitam Laut
 Kegiatan Pemeliharaan
 Muaro Jambi Bina Alam 50
 2.3. Revitalisasi
 Untuk mendukung pelaksanaan pembasahan dan penanaman di lahan gambut,
 kegiatan revitalisasi masyarakat dilaksanakan guna mendukung partisipasi masyarakat dalam
 mengelola lahan gambut yang terdegradasi. Revitalisasi sosial ekonomi adalah upaya
 mengangkat perekonomian masyarakat dengan tanaman atau kegiatan bisnis yang ramah
 terhadap lahan gambut. Kegiatan dalam rangka revitalisasi mata pencaharian termasuk:
 pertanian dan kehutanan; Peternakan dan perikanan; dan eko-wisata dan wisata ilmu
 pengetahuan. Persyaratan kegiatan revitalisasi mata pencaharian adalah:
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 • Jenis kegiatan ekonomi/sumber mata pencaharian harus ramah terhadap gambut
 basah & lembab;
 • Jenis kegiatan harus dapat memenuhi persyaratan tata kelola muka air pada lahan
 gambut dan tidak menggunakan api;
 • Jenis kegiatan tidak bertentangan dgn upaya restorasi & konservasi serta ramah
 gambut;
 • Jenis kegiatan diutamakan/diupayakan berbasis kearifan & pengetahuan lokal;
 • Jenis kegiatan memiliki nilai partisipasi & keberdayaan masyarakat lokal;
 • Tidak berlawanan/melanggar hukum (Pembalakan liar, Perikanan listrik/ racun, dll);
 • Mendukung peningkatan perekonomian daerah & desa;
 • Menyerap banyak kesempatan kerja; dan Layak secara ekonomi dan lingkungan
 Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong pecepatan pertumbuhan ekonomi
 masyarakat sekitar dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dari lahan gambut secara
 maksimal. Sebelum pelaksanaan restorasi yang melibatkan kegiatan konstruksi maka Program
 DIPA TP Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendahulukan tahapan prakondisi dengan
 tujuan agar semua pihak terutama masyarakat mengetahui dan paham terhadap rencana yang
 bermaksud merestorasi KHG tertentu di wilayahnya. Kegiatan prakondisi ini meliputi edukasi
 dan sosialisasi dengan maksud agar terbangun partisipasi aktif semua pihak dalam upaya
 restorasi gambut di wilayah tersebut.
 Tahapan ini dapat disebut juga dengan FPIC (FreePrior Informed Consent) dimana
 secara formal dan langsung Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memberitahukan rencananya
 sebagai keputusan pemerintah untuk melaksanakan intervensi pemulihan fungsi gambut
 melalui kegiatan restorasi yang utamanya berupa pembangunan sekat kanal, penutupan kanal
 dan revegetasi. Program ini akan diikat dengan komitmen bersama semua pihak yang intinya
 adalah tiga hal pokok yaitu: 1) Bertanggung jawab melakukan konstruksi dengan
 pembangunan yang tepat dan benar; 2) Bertanggung jawab pada terlaksananya pengoperasian
 bangunan bangunan fisik; dan 3) Bertanggung jawab pada pemeliharaan aset pemerintah
 tersebut. Berikut disampaikan data rencana kegiatan revitalisasi tahun anggaran 2018 sebagai
 berikut:
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 Tabel 7.Rencana Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Restorasi Gambut Provinsi Jambi Tahun 2018.
 No
 Nama Pelaksana
 Pekerjaan Sesuai
 Kontrak
 KHG Kab/Kota Desa Uraian Bantuan
 Ekonomi
 Nilai Pekerjaan
 (Rp)
 Volume
 Total
 1 Kelompok Tani
 Tanjung Besatu
 Sungai Batanghari
 –
 Sungai Kumpeh
 Muaro
 Jambi Tanjung
 Pengembangan dan
 Penggemukan Sapi 200.000.000 1 Paket
 2
 Kelompok
 Masyarakat Betung
 Madani
 Sungai Batanghari
 –
 Sungai Kumpeh
 Muaro
 Jambi Betung Budidaya Kambing 200.000.000 1 Paket
 3
 Kelompok
 Masyarakat
 Fullmen Jaya
 Sungai Batanghari
 –
 Sungai Kumpeh
 Muaro
 Jambi Pulau Mentaro
 Pengembangan dan
 Penggemukan Sapi 200.000.000 1 Paket
 4
 Kelompok
 Masyarakat
 Makmur Sejahtera
 Sungai Batanghari
 –
 Sungai Kumpeh
 Muaro
 Jambi Rukam
 Keramba Jaring
 Apung 200.000.000 1 Paket
 5
 Kelompok
 Masyarakat
 Makmur Jaya
 Sungai Batanghari
 –
 Sungai Kumpeh
 Muaro
 Jambi Manis Mato Penggemukan Sapi 200.000.000 1 Paket
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 No
 Nama Pelaksana
 Pekerjaan Sesuai
 Kontrak
 KHG Kab/Kota Desa Uraian Bantuan
 Ekonomi
 Nilai Pekerjaan
 (Rp)
 Volume
 Total
 6
 Kelompok
 Msyarakat Unggul
 Jaya
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Rawa Sari Budidaya Sapi 200.000.000 1 Paket
 7
 Kelompok
 Masyarakat Pitu
 Surya
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Sungai Tawar Budidaya Kambing 200.000.000 1 Paket
 8 Kelompok Tani
 Pagar Indah II
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Sungai Beras
 Budidaya Kambing 200.000.000 1 Paket
 9
 Kelompok
 Masyarakat Maju
 Bersama
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Pandan Lagan Budidaya Sapi 200.000.000 1 Paket
 10
 Kelompok Tani JL
 Gemilang Kec
 Geragai
 Sungai Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Pandan Sejahtera Pengembangan dan
 Penggemukan Sapi 200.000.000 1 Paket
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 No
 Nama Pelaksana
 Pekerjaan Sesuai
 Kontrak
 KHG Kab/Kota Desa Uraian Bantuan
 Ekonomi
 Nilai Pekerjaan
 (Rp)
 Volume
 Total
 11
 Kelompok
 Masyarakat Peduli
 Gambut
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Parit Culum Pengembangan dan
 Penggemukan Sapi 200.000.000 1 Paket
 12 Kelompok P3A Bina
 Jaya
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 Suak Labu Penggemukan Sapi 200.000.000 1 Paket
 13 Kelompok Tani
 Wonocatur
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 Makmur Jaya Budidaya Sapi 200.000.000 1 Paket
 14
 Kelompok
 Masyarakat Gambut
 Lestari
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 Sungai Gebar Budidaya Sapi 200.000.000 1 Paket
 15 Muntialo Berkarya
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 Muntialo Penggemukan Sapi 200.000.000 1 Paket
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 No
 Nama Pelaksana
 Pekerjaan Sesuai
 Kontrak
 KHG Kab/Kota Desa Uraian Bantuan
 Ekonomi
 Nilai Pekerjaan
 (Rp)
 Volume
 Total
 16
 Kelompok
 Masyarakat Teluk
 Kulbi II
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 Teluk Kulbi Budidaya Sapi 200.000.000 1 Paket
 17 Agung Sejahtera Sungai Betara –
 Sungai Mendahara
 Tanjung
 Jabung
 Barat
 Sungai Terap Budidaya Sapi 200.000.000 1 Paket
 18 Abdi Rahayu
 Sungai Mendahara
 – Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Catur Rahayu Budidaya Kopi Liberika 200.000.000 1 Paket
 19 Kelompok Tani
 Usaha Mandiri
 Sungai Mendahara
 – Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Teluk dawan Budidaya Sapi 200.000.000 1 Paket
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 Sebelum pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, diperlukan kegiatan tahapan
 prakondisi, tahapan prakondisi ini harus sampai pada suatu kepastian bagi Dinas Kehutanan
 Provinsi Jambi untuk dapat memutuskan intervensi atau opsi restorasi seperti apa yang akan
 diterapkan. Setelah tahapan prakondisi dilaksanakan dan dicapai kesepahaman dan
 kesepakatan dari masyakat setempat maka dapat segera dimulai tahapan operasional dengan
 membangun bangunan konstruksi sebagaimana desain yang sesuai dengan kondisi di
 lapangan dan tujuan konstruksi ini.
 Pelaksana konstruksi hidrologi dan penanaman vegetasi dapat menggunakan pihak
 ketiga atau dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagaimana kesepakatan pada tahapan
 prakondisi. Desain, supervisi dan pendanaan menjadi tanggungjawab Pemerintah bila
 konstruksi dan revegetasi dilaksanakan di atas lahan gambut yang tidak dibebani hak. Untuk
 selanjutnya operasional dari infrastruktur bangunan air dilaksanakan oleh instansi yang
 berkompeten menangani masalah tersebut.
 Pada pelaksanaan kegiatan rewetting Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dilaksanakan dengan
 cara swakelola tipe II dan Swakelola Tipe IV.
 Tipe swakelola
 a. Tipe I, yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi
 oleh
 Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab
 anggaran;
 b. Tipe II, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/
 Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
 dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain
 pelaksana Swakelola;
 c. Tipe III, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
 Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
 dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 d. Tipe IV, yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/
 Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan
 usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh
 Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
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 Restorasi gambut dimulai dengan tahapan perencanaan dari mulai pemetaan dan
 identifikasi Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) sampai pada penyusunan Rencana
 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kabuapten Muara Jambi, Kab.
 Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Di Provinsi Jambi terdapat 9 KHG yang di
 dalamnya terdapat zonasi-zonasi prioritas restorasi di dalam gambut lindung dan budidaya
 seperti yang dijelaskan pada Gambar 12. Penetapan suatu KHG untuk direstorasi meliputi
 penyesuaian Zonasi Lindung (KLG) dan Budidaya (KBG). Kegiatan restorasi harus mengacu
 pada bagaimana satu atau beberapa kegiatan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap
 pemulihan fungsi satu KHG.
 Gambar 12. Zonasi Prioritas Restorasi Gambut
 Kegiatan restorasi dapat dilaksanakan dengan 3 opsi kegiatan meliputi :
 1. Rewetting: Pembuatan desain canal-blocking dan pembangunannya. Kontruksi sekat kanal
 dimaksudkan untuk secara cepat memulihkan kemampuan KHG dalam menyerap dan
 menyimpan air kembali. Artinya apabila lapisan gambut dalam diberikan air dari kanal-
 kanal yang telah disekat, maka air tersebut akan mampu membasahi bahkan menggenangi
 areal gambut yang terdegradasi termasuk eks kebakaran.
 2. Revegetasi: kegiatan ini meliputi revegetasi, penyesuaian jenis, dan regenerasi alami.
 Kegiatan ini diperlukan agar secara alami air gambut yang telah diupayakan mengalir
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 kembali ke lapisan GambutDalam, di satu KHG, air dapat diserap dan disimpan dengan
 baik oleh adanya tutupan vegetasi.
 3. Revitalisasi: Pemberdayaan masyarakat untuk matapencaharian yang sesuai karakteristik
 gambut. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencarikan alternatif bagi masyarakat
 setempat yang mempunyai mata-pencaharian dengan cara mengeringkan lahan gambut
 sehingga lahan gambut cepat terdegradasi, tidak produktif untuk tanamannya bahkan
 mengundang bencana api dan banjir akibat subsidence.
 Dalam tahapan operasional maka dalam satu KHG, kegiatan restorasi dapat bervariasi
 tergantung kebutuhan, sebagaimana gambar 13 hingga gambar 16. Penyesuaian zonasi
 mengidentifikasi Zona Lahan Gambut Bekas Terbakar 2015 - 2016 (warna merah) dan Zona
 Gambut Lindung Berkanal (warna biru muda). Zona Gambut Tidak Berkanal (warna hijau
 tua). Zona Budidaya Gambut Berkanal (warna kuning) dilaksanakan pada Zona Lindung
 berikut lokasi pembangunan Sekat Kanal (kotak berwarna merah) dan lokasi pembangunan
 Sumur Bor (lingkaran titik berwarna biru).
 Gambar Peta 4 KHG
 Gambar 13. KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh
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 Gambar 14. KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari
 Gambar 15. KHG Sungai Betara – Sungai Mendahara
 Gambar 16. KHG Sungai Batanghari – Sungai Air Hitam Laut
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 Gambar 16. KHG Sungai Batanghari – Sungai Air Hitam Laut
 Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018 (setelah Revisi).
 No.
 Sasaran Kegiatan
 Indikator Kinerja Tahun
 2018
 Target Tahun
 2018
 1. Meningkatnya luasan lahan
 yang difasilitasi restorasi
 gambutnya seluas 47.365
 Ha
 Rapat Rutin TRGD 1 Laporan
 Koordinasi dan Konsolidasi
 Restorasi Gambut
 1 Laporan
 Monitoring dan Evaluasi
 Pelaksanaan Kegiatan
 Restorasi Gambut
 1 Laporan
 Pengelolaan Program dan
 Pendukung Kegiatan
 1 Laporan
 Pelaksanaan Kegiatan
 Supervisi Restorasi Gambut
 1 Laporan
 Penyusunan SID dan DED 2 KHG
 Pembangunan Sumur Bor 4
 501
 KHG
 Unit
 Pembangunan Sekat Kanal 4
 390
 KHG
 Unit
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 Revegetasi Gambut Bekas
 Terbakar
 2
 75
 KHG
 Hektar
 Feasibility Study Analisis
 Pencaharian Masyarakat
 1 Dokumen
 Pengembangan Kapasitas
 Teknis Masyarakat Desa
 1 Laporan
 Bantuan Ekonomi Produktif
 Masyarakat Desa Gambut
 3
 19
 KHG
 Paket
 Sebagaimana perjanjian kinerja Tahun 2018 maka 12 output yang dicapai, prosentase
 terbesar adalah penyerapan kegiatan fishan gambut bik berupa pembangunan infrastruktur
 pembasahan gambut berupa pembuatan sekat kanal dan sumur bor, serta kegiatan revitalisasi
 ekonomi masyarakat gambut.
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 BAB III.
 Akuntabilitas Kinerja 2018
 3.1 Capaian Kinerja per IKU/IKK
 Perjanjian Kinerja adalah sebuah dokumen yang berisi komitmen kepala instansi
 kepada pimpinannya atas kinerja yang akan dicapai secara terukur selama satu tahun sesuai
 dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Penyusunan perjanjian kinerja merupakan amanat
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53
 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
 Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 IKU (Key Performance Indicator) adalah Ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan
 sasaran strategis organisasi, dimana IKU Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
 Lingkungan :
 Sasaran Program :
 - Meningkatnya kualitas udara;
 - Meningkatnya kualitas air;
 - Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
 - Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut
 - Meningkatnya kualitas pengolahan lahan gambut;
 - Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah
 Provinsi Jambi
 Indikator Kinerja Program :
 - Indeks Kualitas Udara minimal 84 ---- 83 poin;
 - Indeks Kualitas Air minimal 55---- 54 poin;
 - Indeks tutupan lahan minimal 62 --- 61 poin;
 - Persentase penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut --
 - 15%;
 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan pada Areal Penggunaan
 Lainnya 3026 Hektar;
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 - Luas lahan gambut terdegradasi yang difasilitasi restorasinya pada 3 kabupaten prioritas
 400.000 hektar;
 - Output Program : Terlaksananya Kebijakan dan Kegiatan Pengendalian Kerusakan
 Gambut;
 Indikator Output Program : Jumlah Kegiatan Pengendalian Kerusakan
 - Kegiatan : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lahan Gambut
 - Sasaran Kegiatan : Meningkatnya luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di areal
 3.2 Capaian Indikator Tujuan
 Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
 keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan
 dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
 membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi
 realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja. Rumus pengukuran kinerja
 adalah:
 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
 Capaian Kinerja = 𝑥 100 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)
 Jika terdapat indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran
 nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150%
 dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Dinas
 Kehutanan Provinsi Jambi.
 Capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018 diukur terhadap
 indikator kinerja kegiatan adalah luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) yang
 terpulihkan meningkat setiap tahun dengan target tahun 2018 sebesar 151.663 hektar. Dalam
 mencapai target IKK tersebut, kami menyusun Indikator Kinerja Sub Kegiatan yang
 membreakdown target IKK menjadi 12 indikator dengan capaian sebagai berikut :
 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
 Capaian Kinerja = 𝑥 100 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)
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 Tabel 9. Pencapaian Realisasi Target Kinerja Tahun 2018.
 No. Sasaran
 Kegiatan
 Indikator Kinerja
 Tahun 2018
 Target Tahun
 2018
 Realisasi
 (Rp)
 Capaian
 %
 1.
 Meningkatnya
 luasan lahan
 yang
 difasilitasi
 restorasi
 gambutnya
 Luas KHG 151.663 Ha
 Rapat Rutin TRGD 1 Laporan 97.782,500 25,23
 Koordinasi dan
 Konsolidasi Restorasi
 Gambut
 1 Laporan 433.868.865 61,62
 Monitoring dan
 Evaluasi Pelaksanaan
 Kegiatan Restorasi
 Gambut
 1 Laporan 0 0
 Pengelolaan Program dan Pendukung
 Kegiatan
 1 Laporan 834.132.573 76,27
 Pelaksanaan
 Kegiatan
 Supervisi Restorasi
 Gambut
 1 Laporan 226.098.026 28,68
 Penyusunan SID dan
 DED
 2 KHG 697.958.400 80,26
 Pembangunan Sumur
 Bor
 4
 583
 KHG
 Unit
 3.328.868.175 61,12
 Pembangunan Sekat
 Kanal
 4
 407
 KHG
 Unit
 14.088.299.363 76,30
 Revegetasi Gambut
 Bekas Terbakar
 2
 75
 KHG
 Hektar
 1.641.694.991 93,07
 Feasibility Study
 Analisis Pencaharian
 Masyarakat Desa
 Gambut
 1 Dokumen 232.403.100 54,59
 Pengembangan
 Kapasitas Teknis
 masyarakat Desa
 1 Laporan 1.052.558.851 62,81
 Bantuan Ekonomi
 Produktif Masyarakat
 Desa Gambut
 3
 19
 KHG
 Paket
 4.025.558.674 93,86
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 Keterangan :
 • Adanya pemindahan titik pembangunan Sumur Bor pada KHG Sungai
 Mendahara – Sungai Batanghari dari Desa Manis Mato dan Desa Rukam
 Kabupaten Muaro Jambi ke Desa Catur Rahayu Kabupaten Tanjung Jabung
 Timur.
 • Pembangunan Sumur Bor tidak mencapai target dari target 583 unit dan terealisasi
 294 Unit dikarenakan faktor curah hujan yang tinggi sehingga dilapangan tidak
 bisa dilakukan pembangunan Sumur Bor.
 • Pembangunan Sekat Kanal tidak mencapai target dari target 390 unit dan
 terealisasi 323 Unit dikarenakan faktor curah hujan yang tinggi sehingga
 dilapangan tidak bisa dilakukan pembangunan Sekat Kanal.
 Secara terperinci realisasi fisik sebagai berikut :
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 Tabel 10. Realisasi Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Tahun 2018
 A. Rekapitulasi Pembangunan Sekat Kanal Melalui Pokmas
 KHG Desa/
 Kabupaten
 Nama
 Pokmas
 Unit Realisasi
 Fisik
 KHG Batanghari – Air Hitam Laut
 Gedong Karya Alam Lestari 7 7
 Seponjen Gambut Tahura 9 9
 Pematang Raman Pematang Gambut 15 10
 Jebus Sepakat 9 9
 Betung Betung Madani 6 6
 Jebus Maju Bersama 10 10
 Jebus Satu Kata 8 8
 KHG Batanghari – Kumpeh Seponjen Gambut Raya 17 17
 Seponjen Berkah Alam 9 9
 Seponjen Karya Gambut 12 12
 Sogo Alam Lestari 15 11
 KHG Betara – Mendahara Muntialo Karya Lestari 8 8
 Muntialo Karya Lestari II 11 11
 Muntialo Karya Lestari III 11 7
 Teluk Kulbi Teluk Kulbi I 20 13
 Teluk Kulbi Teluk Kulbi II 25 18
 Makmur Jaya Wono Catur 5 5
 Sungai Terap Anugrah 18 6
 Sungai Terap Agung Sejahtera 18 13
 Suak Labu Sido Mandiri 15 15
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 KHG Desa/
 Kabupaten
 Nama
 Pokmas
 Unit Realisasi
 Fisik
 Sungai Gebar Sido Makmur 6 6
 KHG Mendahara – Batanghari Sungai Tawar Pemuda Peduli Gambut 16 12
 Merbau Pemuda Peduli Gambut 16 12
 Pandan Lagan Bagus Mandiri 18 18
 Pandan Sejahtera Sepakat Jaya 14 14
 Pandan Sejahtera Garpu Simpan 16 16
 Pandan Sejahtera Garuda Muda 20 20
 Merbau Matturue 8 6
 Sungai Beras Senang Jaya 6 6
 Sinar Wajo Gambut Giri Mulyo 8 3
 Pamatang Rahim Karya maju 14 6
 Jumlah 390 323
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 B. Rekapitulasi Pembangunan Sumur Bor Melalui Pokmas
 KHG Desa/
 Kab
 Nama
 Pokmas
 Unit Realisasi
 Fisik
 KHG Betara - Mendahara Sinar Wajo Cari Berkah 25 10
 KHG Batanghari – Kumpeh Pulau Mentaro Fulmen Berkah 40 16
 Rukam Putra Amana 0 0
 Sungai Aur Rimba Karya 28 11
 KHG Kumpeh – Air Hitam Laut Sungai Aur Lestari 50 20
 KHG Mendahara – Batanghari Catur Rahayu Jaya Mulya 58 58
 Catur Rahayu Peduli Rimba 47 47
 Parit Culum Pemuda Peduli Gambut 44 17
 Teluk Dawan Pemuda Peduli Gambut I 43 10
 Teluk Dawan Pemuda Peduli Gambut II 25 17
 Catur Rahayu Rimbawan Jaya 54 54
 Catur Rahayu Jaya Bersama 38 15
 Catur Rahayu Maju Bersama 49 19
 Jumlah 501 294
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 Tabel 11. Pelaksanaan kegiatan Revegetasi di Provinsi Jambi Tahun 2018.
 KHG LOKASI LUAS (Ha) KETERANGAN
 KHG Sungai Mendahara
 – Sungai Batanghari
 Muaro Jambi 25
 Bibit yang didistribusikan:
 29.500 batang. Terdiri dari
 Jelutung Rawa: 10.400
 batang, Gelam: 10.000 dan
 Pulai Rawa: 9.100
 KHG Sungai Mendahara
 – Sungai Batanghari
 Tanjung Jabung
 Timur
 25
 Bibit yang didistribusikan
 30.250 batang. Terdiri dari
 Pinang: 6.250 batang,
 Arem: 200 batang, Durian:
 2000 batang, Alpukat:
 2.500 batang, Rambutan:
 1.000 batang, Kaliandra:
 1.000 batang, Jelutung
 Rawa: 11.500 batang,
 Bayur: 2.525 batang,
 Jambu: 1.000 batang,
 Rengas Klakok: 375
 batang, Pasir”: 1.500
 batang Klireside: 400
 batang Meranti Rawa: 250
 batang
 Pete: 1.000 batang dan
 Pulai: 1.000 batang
 KHG Sungai Batanghari
 – Sungai Air Hitam Laut
 Muaro Jambi 25
 Bibit yang didistribusikan
 28.750 batang. Terdiri dari
 Jelutung Rawa: 14.000
 batang, Gelam: 2.500
 Nangka: 2.300 batang,
 Bayur: 2.200 batang dan
 Pinang: 6.500
 Jumlah 75
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 KHG LOKASI LUAS (Ha) KETERANGAN
 KHG Sungai Kumpeh –
 Sungai Air Hitam Laut
 (Pemeliharaan)
 Muaro Jambi 50
 Jumlah bibit yang
 didistribusikan sebanyak
 5.710 batang. Terdiri dari
 Pulai: 2.710 batang dan
 Gelam: 3.000 batang
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 Tabel. 12 Pelaksaan Kegiatan Revitalisasi Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2018
 No
 Nama Pelaksana
 Pekerjaan Sesuai
 Kontrak
 KHG Kab/Kota Desa Uraian Bantuan
 Ekonomi
 Nilai Pekerjaan
 (Rp)
 Volume
 Total Realisasi (Rp) Realisasi Fisik
 1 Kelompok Tani
 Tanjung Besatu
 Sungai
 Batanghari –
 Sungai
 Kumpeh
 Muaro Jambi Tanjung Pengembangan dan
 Penggemukan Sapi 198.990.000 1 Paket 198.710.00
 6 Ekor Sapi
 Jantan
 6 Ekor Sapi
 Betina
 1 Unit Kandang
 2 Kelompok Masyarakat
 Betung Madani
 Sungai
 Batanghari –
 Sungai
 Kumpeh
 Muaro Jambi Betung Budidaya Kambing 198.968.300 1 Paket 198.695.300
 1 Unit Kandang
 Kambing
 71 Ekor
 Kambing
 3 Kelompok Masyarakat
 Fullmen Jaya
 Sungai
 Batanghari –
 Sungai
 Kumpeh
 Muaro Jambi Pulau Mentaro Pengembangan dan
 Penggemukan Sapi 198.240.000 1 Paket 198.071.000
 1 Unit Kandang
 6 Ekor Sapi
 Jantan
 6 Ekor Sapi
 Betina
 4 Kelompok Masyarakat
 Makmur Sejahtera
 Sungai
 Batanghari –
 Sungai
 Kumpeh
 Muaro Jambi Rukam Keramba Jaring
 Apung 198.900.000 1 Paket 198.513.000
 10 Keramba
 1 Unit Mesin
 Pakan
 20.000 Ekor Ikan
 Nila
 5
 Kelompok Masyarakat
 Makmur Jaya
 Sungai
 Batanghari –
 Sungai
 Kumpeh
 Muaro Jambi Manis Mato Penggemukan Sapi 198.145.000 1 Paket 198.025.000
 3 Unit Kandang
 12 Ekor Sapi
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 No
 Nama Pelaksana
 Pekerjaan Sesuai
 Kontrak
 KHG Kab/Kota Desa Uraian Bantuan
 Ekonomi
 Nilai Pekerjaan
 (Rp)
 Volume
 Total Realisasi (Rp) Keterangan
 6 Kelompok Msyarakat
 Unggul Jaya
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung Timur Rawa Sari Budidaya Sapi 198.965.000 1 Paket 197.977.000
 1 Unit Kandang
 11 Ekor Sapi
 Betina
 7 Kelompok Masyarakat
 Pitu Surya
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung Timur Sungai Tawar Budidaya Kambing 198.963.000 1 Paket 198.903.000
 1 Unit Kandang
 1 Unit Mesin
 Pompa
 71 Ekor
 Kambing
 8 Kelompok Tani Pagar
 Indah II
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung Timur Sungai Beras
 Budidaya Kambing 198.925.000 1 Paket 192.135.000
 5 Unit Kandang
 70 Ekor
 Kambing
 9 Kelompok Masyarakat
 Maju Bersama
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung
 Jabung
 Timur
 Pandan Lagan Budidaya Sapi 197.063.250 1 Paket 196.642.950
 1 Unit Kandang
 9 Ekor Sapi
 Jantan
 6 Ekor Sapi
 Betina
 10
 Kelompok Tani JL
 Gemilang Kec Geragai
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung Jabung
 Timur
 Pandan
 Sejahtera
 Pengembangan dan
 Penggemukan Sapi 198.309.000 1 Paket 198.250.000
 1 Unit Kandang
 7 Ekor Sapi Jantan
 6 Ekor Sapi Betina
 11
 Kelompok Masyarakat
 Peduli Gambut
 Sungai
 Mendahara
 -
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung Jabung
 Timur Parit Culum
 Pengembangan dan
 Penggemukan Sapi 198.309.000 1 Paket 198.259.000
 1 Unit Kandang
 7 Ekor Sapi Jantan
 6 Ekor Sapi Betina
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 No
 Nama Pelaksana
 Pekerjaan Sesuai
 Kontrak
 KHG Kab/Kota Desa Uraian Bantuan
 Ekonomi
 Nilai Pekerjaan
 (Rp)
 Volume
 Total Realisasi (Rp) Keterangan
 12 Kelompok P3A Bina
 Jaya
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung Jabung
 Barat Suak Labu Penggemukan Sapi 196.710.000 1 Paket 198.060.000
 1 Unit Kandang
 7 Ekor Sapi Jantan
 5 Ekor Sapi Betina
 13 Kelompok Tani
 Wonocatur
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung Jabung
 Barat Makmur Jaya Budidaya Sapi 198.890.000 1 Paket 198.187.500
 1 Unit Kandang
 6 Ekor Sapi Jantan
 6 Ekor Sapi Betina
 14
 Kelompok Masyarakat
 Gambut Lestari
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung Jabung
 Barat Sungai Gebar Budidaya Sapi 198.370.000 1 Paket 198.090.000
 1 Unit Kandang
 3 Ekor Sapi Jantan
 9 Ekor Sapi Jantan
 15 Muntialo Berkarya
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung Jabung
 Barat Muntialo Penggemukan Sapi 199.950.000 1 Paket 199.250.000
 2 Unit Kandang
 14 Ekor Sapi
 Jantan
 11 Buah Pakan
 Sapi
 3 Buah Drum
 Tempat Pakan
 16 Kelompok Masyarakat
 Teluk Kulbi II
 Sungai
 Betara
 -
 Sungai
 Mendahara
 Tanjung Jabung
 Barat Teluk Kulbi Budidaya Sapi 198.890.000 1 Paket 198.044.000
 1 Unit Kandang
 3 Ekor Sapi Jantan
 9 Ekor Sapi Betina
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 No
 Nama Pelaksana
 Pekerjaan Sesuai
 Kontrak
 KHG Kab/Kota Desa Uraian Bantuan
 Ekonomi
 Nilai Pekerjaan
 (Rp)
 Volume
 Total Realisasi (Rp) Keterangan
 17 Agung Sejahtera
 Sungai Betara
 – Sungai
 Mendahara
 Tanjung Jabung
 Barat Sungai Terap Budidaya Sapi 198.910.000 1 Paket 198.084.000
 1 Unit Kandang
 3 Ekor Sapi Jantan
 9 Ekor Sapi Betina
 18 Abdi Rahayu
 Sungai
 Mendahara –
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung Jabung
 Timur Catur Rahayu
 Budidaya Kopi
 Liberika 198.934.000 1 Paket 197.934.000
 Kebun Kopi
 Liberika 12 Ha
 Pembukaan Lahan,
 Pembuatan Lahan,
 Pembuatan Kanal
 dan Pagar 320 Btg
 Tiang Pagar 14
 Gulung Jaring 18
 Kotak Paku 6.000
 batang Bibit 72
 Linter Racun
 Rumput 3.000 Kg
 Pupuk
 19 Kelompok Tani Usaha
 Mandiri
 Sungai
 Mendahara –
 Sungai
 Batanghari
 Tanjung Jabung
 Timur Teluk dawan Budidaya Sapi 198.710.000 1 Paket 198.110.000
 1 Unit Kandang
 3 Ekor Sapi Jantan
 9 Ekor Sapi Betina
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 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi baru pada Tahun 2018 ini mendapatkan tugas untuk
 merestorasi gambut. Sejak didirikannya BRG oleh Presiden pada Tahun 2016, pelaksanaan
 Restorasi Gambut Tahun 2016 dan 2017 dilaksanakan oleh BRG di 7 Provinsi target restorasi
 gambut se Indonesia. Penyerapan realisasi anggaran sebesar 74,45%, hal ini disebabkan hal-
 hal sebagai berikut :
 1. DIPA TP pada bulan Mei 2018;
 2. Dinas Kehutanan tidak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan ET-1;
 3. Terbatasnya Sumber daya Manusia;
 4. Adanya revisi KHG sehingga tidak bisa langsung bekerja;
 5. Minimnya informasi/ transfer data-data dari BRG;
 6. Kegiatan Restorasi merupakan tugas tambahan, satker mempunyai tupoksi pokok di
 lingkup masing-masing.
 7. Kendala cuaca, bencana alam (banjir)
 Dengan adanya kegiatan restorasi gambut, terjawab permasalahan lingkungan yang
 ada dalam renstra Provinsi Jambi, terutama dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan
 lahan. Kegiatan restorasi merupakan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang sangat
 efektif, karena dalam kegiatan restorasi banyak hal yang dapat menghndarkan dari kebakaran
 hutan dan lahan, diantaranya :
 1. Adanya upaya meningkatkan tinggi muka air tanah, dimana kondisi eksisting dengan
 meningkatnya upaya budidaya lahan gambut oleh masyarakat dan dunia usaha, tinggi
 muka air tanah gambut semakin turun.
 2. Adanya edukasi restorasi melalui pemanfaatan lahan dan pengenalan jenis budidaya
 yang dapat dikembangkan di lahan gambut.
 3. Adanya difusi pola pembukaan lahan dengan membakar menjadi pola Pengolahan
 Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
 4. Adanya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut yaitu pembangunan sekat
 kanal untuk menahan air kala musim kemarau, dan pembangunan sumur bor untuk
 kegiatan pembasahan gambut.
 5. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan program revitalisasi ekonomi yaitu dengan
 memberikan bantuan ekonomi untuk masyarakat desa gambut.
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 6. Dibentuknya Desa-desa Peduli Gambut di KHG prioritas Restorasi.
 Kegiatan restorasi gambut dalam pelaksanaannya sangat memberikan manfaat untuk
 masyarakat yang hidup pada lahan gambut, berikut ini gambar-gambar Keberhasilan capaian
 kinerja :
 Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut
 PEMBANGUNAN SEKAT KANAL
 `
 Keterangan : Pembangunan Sekat Kanal berada pada 4 KHG yaitu:
 1. KHG Sungai Batanghari – Sungai Air Hitam Laut
 2. KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh
 3. KHG Sungai Betara – Sungai Mendahara
 4. KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari
 Jumlah Sekat Kanal yang terbangun sebanyak : 323 Unit
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 PEMBANGUNAN SUMUR BOR
 Keterangan : Pembangunan Sumur Bor berada pada 4 KHG yaitu:
 1. KHG Sungai Betara– Sungai Mendahara
 2. KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh
 3. KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari
 4. KHG Sungai Kumpeh – Sungai Air Hitam Laut
 Jumlah Sumur Bor yang terbangun sebanyak : 294 Unit
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 REVEGETASI
 Keterangan : Kegiatan Revegetasi berada pada 4 KHG yaitu:
 1. KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari
 2. KHG Sungai Sungai Kumpeh – Sungai Air Hitam Laut
 3. KHG Sungai Batanghari – Sungai Mendahara
 4. Pemeliharaan KHG Sungai Kumpeh – Sungai Air Hitam Laut
 Luas Lahan Kegiatan Revegetasi : 75 Hektar
 Luas Lahan Pemeliharaan : 50 Hektar
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 REVITALISASI
 Keterangan : Kegiatan Revitalisasi berada pada 3 KHG yaitu:
 1. KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh
 2. KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari
 3. KHG Sungai Betara – Sungai Mendahara
 Jumlah Kegiatan Revitalisasi Ekonomi sebanyak : 19 Paket
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 Kunjungan Badan Restorasi Gambut RI
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 PENJELASAN POS – POS KEUANGAN
 SATKER DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
 DIPA TP TAHUN ANGGARAN 2018
 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 1. Pendapatan
 Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar
 Rp. 5.089.000 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 Tabel 13. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
 Uraian 31 Desember 2018
 Anggaran Realisasi % Real Anggaran
 Pendapatan Jasa - - 0,00
 Pendapatan Negara Bukan Pajak - 5.089.000 0
 Jumlah - 5.089.000 0
 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pertama kali mendapatkan Dana TP APBN di Tahun 2018,
 sehingga tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2017.
 Tabel 14. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017
 Uraian Realisasi
 31 Des 2018
 Realisasi
 31 Des 2017
 Naik
 (Turun)
 %
 Pendapatan Dari Kegiatan Non
 Operasional Lainnya
 1.398.674.887 - 0,00
 Pendapatan Lain-Lain - - 0,00
 Jumlah 1.398.674.887 - 0,00
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 2. Belanja
 Realisasi Belanja pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 26.762.034.308,-atau
 74,45 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 35.946.841.000,-.Rincian anggaran dan
 realisasi belanja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:
 Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2018
 Uraian
 31 Desember 2018
 Anggaran Realisasi % Real
 Anggaran
 Belanja Pegawai - - 0,00
 Belanja Barang 35.946.841.000 28.161.838.486 78,34
 Belanja Bantuan
 Sosial
 - - 0,00
 Belanja Modal - - 0,00
 Total Belanja Kotor 35.946.841.000 28.161.838.486 78,34
 Pengembalian Belanja - (1.394.715.178) 0,00
 Pendapatan denda penyelesaian
 pekerjaan pemerintah
 (5.089.000) 0,00
 Jumlah 35.946.841.000 26.762.034.308 74,45
 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pertama kali mendapatkan Dana TP APBN di Tahun
 2018, sehingga tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2017.
 3. Belanja Barang
 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar
 Rp. 26.762.034.308,-dan Rp. 0 (nihil). Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pertama kali
 mendapatkan Dana TP APBN di Tahun 2018, sehingga tidak ada realisasi pada Tahun
 Anggaran 2017.
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 Tabel 16. Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 2017
 Uraian Realisasi 31
 Des 2018
 Realisasi
 31 Des
 2018
 Naik
 (Turun)%
 Belanja Keperluan Perkantoran 159.507.000
 - -
 Belanja Pengiriman Surat Dinas
 Pos Pusat
 -
 - -
 Belanja Honor Operasional
 Satuan Kerja
 151.360.000
 - -
 Belanja Bahan 295.073.250 - -
 Belanja Honor
 Output Kegiatan
 870.590.000
 -
 Belanja Barang Non Operasional
 Lainny
 1.054.277.400
 - -
 Belanja Barang
 Persediaan Barang
 Konsumsi
 47.472.365
 - -
 Belanja Langganan Telepon 2.418.918
 -
 Belanja Jasa Konsultan 1.054.277.400
 - -
 Belanja Sewa 78.490.000 - -
 Belanja Jasa Profesi 312.100.000
 -
 Belanja jasa Lainnya 400.000.000
 - -
 Belanja
 Pemeliharaan
 Peralatan Mesin
 7.825.000
 - -
 Belanja Perjalanan
 Dinas
 1.164.516.125
 - -
 Belanja Perjalanan
 Dinas Meeting
 Dalam Kota
 1.727.584.080 - -
 Belanja Peralatan dan Mesin
 Untuk Diserahkan kepada
 Masyarakat/Pemda
 626.560.900
 - -
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 Beban penyesuaian Nilai
 Persediaan
 1.398.674.887 - -
 Jumlah Belanja
 Kotor
 28.161.838.486 - -
 Pengembalian
 Belanja
 1.398.674.887 - -
 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
 1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (UP/TUP) per 31 Desember 2018 dan 31
 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada
 di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum
 dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.
 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
 Tabel 17. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
 Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017
 Uang Tunai (UP) 0
 Uang Tunai (TUP) 0 -
 Jumlah Nihil -
 1.2 Piutang Bukan Pajak
 Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 (nihil). Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau
 pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun
 belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan disajikan sebagai
 berikut:
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 Tabel 18. Rincian Piutang Bukan Pajak 31Desember 2018 dan 31 Desember 2017
 Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017
 Piutang PNBP - -
 Piutang Lainnya - -
 Jumlah - -
 1.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
 Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018
 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 (nihil). Penyisihan Piutang Tak
 Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan
 TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing masing piutang.
 1.4 Persediaan
 Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 57.015.470.401,- dan31
 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0 (nihil).Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk
 barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud
 untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam
 rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31
 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
 Tabel 19. Rincian Persediaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
 Persediaan 31 Desember 2018 31 Desember 2017
 Belanja Peralatan dan Mesin Untuk
 Diserahkan kepada
 masyarakat/Pemda
 1.001.432.500 -
 Belanja Barang Fisik Lainnya
 Untuk Diserahkan kepada
 Masyarakat/Pemda
 4.383.450.560 -
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 Belanja Barang Lainnya Untuk
 Diserahkan kepada
 Masyarakat/Pemda
 13.418.832.501 -
 Jumlah 18.803.715.561 -
 1.5 Uang Muka dari KPPN
 Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
 Rp. 0,- dan Rp. 0 (Nihil). Uang Muka dari KPPN merupakan Tambahan Uang Persediaan
 (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai
 oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun
 pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.
 1.6 Ekuitas
 Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 18.803.715.561,- dan31 Desember
 2017 adalah sebesar Rp 0 (nihil). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan
 selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam
 Laporan Perubahan Ekuitas.
 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
 1. Beban Persediaan
 Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing
 sebesar Rp. 18.803.715,561,- dan Rp. 0 (nihil). Beban Persediaan merupakan beban untuk
 mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil
 produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31
 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
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 Tabel 20. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 2017
 Jenis
 31 Desember 2018 31 Desember 2017
 Naik
 (Turun)
 %
 Hewan dan tanaman untuk dijual
 atau diserahkan
 4.383.450.560 - 100
 Peralatan dan mesin unutk dijual
 atau diserahkan
 1.001.432.500 - 100
 Jalan irigasi dan jaringan untuk
 diserahkan kepada masyarakat
 13.418.832.501 - 100
 Barang persediaan untuk diserahkan
 kepada masyarakat -
 - 100
 Persediaan lainnya - - 100
 1.1 Beban Barang dan Jasa
 Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-
 masing sebesar Rp. 26.762.034.308,- dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta
 beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang
 tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan
 2017 adalah sebagai berikut:
 Tabel 21. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 2017
 Uraian Jenis Beban Realisasi
 31 Desember 2018
 Realisasi
 31 Desember 2017
 Naik
 (Turun)%
 Belanja Keperluan
 Perkantoran
 159.507.000 - 100
 Belanja
 Pengiriman Surat
 Dinas Pos Pusat
 73.000 - 100
 Belanja Honor
 Operasional
 Satuan Kerja
 151.360.000 - 100
 Belanja Bahan 295.073.250 - 100
 Belanja Honor
 Output Kegiatan
 870.590.000 - 100
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 Belanja Barang
 Non Operasional
 Lainnya
 1.054.277.400 - 100
 Belanja Barang
 Persediaan Barang
 Konsumsi
 58.513.450 - 100
 Belanja
 Langganan Listrik
 2.103.750 - 100
 Belanja
 Langganan
 Telepon
 2.418.918 - 100
 Belanja Jasa Konsultan 1.056.314.000 - 100
 Belanja Sewa 78.490.000 - 100
 Belanja Jasa Profesi 312.100.000 - 100
 Belanja
 Pemeliharaan
 Peralatan Mesin
 95.520.000 - 100
 Belanja Barang
 Penunjang Tugas
 Pembantuan
 Untuk Diserahkan
 Kepada
 Pemerintah
 Daerah
 527.126.605 - 100
 Jumlah Belanja
 Kotor
 26.762.034.308 - 100
 1.1. Beban Perjalanan Dinas
 Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.892.100.205,-
 dan Rp. 0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
 pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh
 frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan
 Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
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 Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 2017
 Uraian Jenis Beban Realisasi
 31 Desember 2018
 Realisasi
 31 Desember 2017
 Naik
 (Turun)
 %
 Belanja Perjalanan
 Dinas
 1.164.516.125 - 0,00
 Belanja Perjalanan
 Dinas Meeting
 Dalam Kota
 1.727.584.080 - 0,00
 Jumlah Belanja Kotor 2.892.100.205 - 0,00
 1.1.2 Kegiatan Non Operasional
 Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang
 sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari
 Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 0 (nihil).
 1.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 1.2.1 Ekuitas Awal
 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.
 0 (nihil).
 1.2.2 Surplus (Defisit) LO
 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017
 adalah sebesar Rp. 9.347.944.925,-dan Rp. 0 (nihil). Defisit LO merupakan selisih kurang
 antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos
 luar biasa.
 1.2.3 Koreksi Nilai Persediaan
 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang
 diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode
 sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah
 masing-masing sebesar Rp. 0 (nihil).
 1.2.4 Transaksi Antar Entitas
 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan
 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.762.034.308,-danRp. 0 (nihil). Transaksi antar
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 Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL,
 antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.
 Tabel 23. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
 Transaksi Antar Entitas Nilai
 Diterima dari Entitas Lain (5.089.000)
 Ditagihkan dari Entitas Lain
 26.762.034.308
 Jumlah 26.756.945.308
 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:
 a. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima dari
 Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas
 pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode
 hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp. 0 (Nihil), sedangkan DKEL sebesar Rp.
 26.756.945.308,.
 b. Ekuitas Akhir
 Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalahmasing-masing sebesar
 Rp. 18.803.715.561,- dan Rp. 0 (nihil).
 1.3 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
 1.3.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan KPPN Jambi telah dilaksanakan sampai
 Bulan Desember 2018 (BAR terlampir).
 - Pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL Jambi terkait laporan Barang Milik
 Negara (BMN) untuk semester II tahun 2018 belum dilaksanakan, karena
 berdasarkan surat KPKNL Nomor S-8/WKN.12/KNL.01/2019 Tanggal 4
 Januari 2019 menyatakan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi dan pemutakhiran
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 data BMN oleh KPKNL dan Satuan Kerja UAKPB tidak lagi dilakukan, dan
 prosesnya dilakukan oleh Kantor Pusat K/L dengan Kantor Pusat DJKN
 (surat terlampir). Sampai saat ini belum ada undangan terkait rencana
 penyusunan laporan rekonsiliasi BMN baik dari Kementerian Lingkungan
 Hidup dan Kehutanan maupun dari Badan Restorasi Gambut RI.
 - Terdapat selisih beban persediaan dengan nilai ekuitas yaitu sebesar Rp.
 18.803.715.561,-. Selisih tersebut merupakan nilai beban persediaan barang
 hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan (Rp. 4.383.450.560,-
 ),Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan (Rp. 1.001.432.500) dan
 jalan irigrasi dan jaringan untuk diserahkan ke masyarakat
 (Rp.13.418.832.501).
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 A B C D E F G H I J K L
 Pagu 387.520.000 704.100.000 117.367.000 1.093.646.000 869.642.000 5.446.286.000 18.465.350.000 1.763.977.000 346.054.000 1.675.810.000 4.288.692.000 788.397.000
 Terealisasi 97.782.500 433.868.865 0 834.132.573 697.958.400 3.328.868.175 14.088.299.363 1.641.694.911 232.403.100 1.052.558.851 4.025.558.674 226.098.026
 Persentase 25,23 61,62 0 76,27 80,26 61,12 76,3 93,07 54,59 62,81 93,86 28,68
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 BAB 4. PENUTUP
 Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, DIPA TP Satker Dinas Kehutanan
 Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi, di antaranya: Pelaksanaan koordinasi dan penguatan
 kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan, pengendalian dan kerja sama
 penyelenggaraan restorasi gambut, kemudian pemetaan kesatuan hidrologis gambut, penetapan
 zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya, pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan
 (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
 oleh Presiden.
 Selain itu target capaian yang harus dipertanggungjawabkan Satker Dinas Kehutanan
 Provinsi Jambi kepada Gubernur dan BRG RI ,dan tahun 2018 secara pendanaan, Provinsi
 Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi penganggaran dari
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP) dan satuan Kerja
 Yang ditunjuk Gubernur adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
 4.1 Kesimpulan
 Berdasarkan perhitungan capaian kinerja, capaian realisasi penyerapan anggaran,
 efektifitas, dan efisiensi kegiatan pelaksanaan restorasi gambut selama tahun 2018, dapat
 disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi masuk dalam kategori baik, karena
 target indikator kinerja tercapai, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melakukan upaya
 pemulihan lahan gambut seluas 47.365 hektar. Capaian meliputi KHG Sungai Batanghari
 – Sungai Air Hitam Laut, KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh, KHG Sungai
 Betara – Sungai Mendahara, KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari, dan KHG
 Sungai Kumpeh – Sungai Air Hitam Laut. Meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Muaro Jambi.
 2. Capaian realisasi penyerapan anggaran masuk dalam kategori baik, karena realisasi
 penyerapan anggaran di Tahun 2018 masih berada di atas angka 75,45%.
 3. Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Tahun 2018 belum bisa dikatakan baik dan
 system Swakelola yang dipilih berdampak baik untuk peningkatan peran serta
 masyarakat dalam ikut menjaga lingkungan .
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 4.2 Kendala
 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2018, sebagian besar
 merupakan kendala yang muncul akibat dari adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia,
 tata waktu.
 Adapun uraian kendala di Tahun 2018, yaitu:
 1. Sumber Daya Manusia
 Sampai dengan akhir kegiatan di tahun 2018, SDM di Satker Dinas Kehutanan Provinsi
 Jambi masih didominasi oleh staf administrasi kegiatan. Minimnya staf teknis lapangan
 terutama yang paham mengenai pelaksanaan kegiatan restorasi menyebabkan rendahnya
 pencapaian kegiatan. SDM juga berkaitan dengan mitra yang dilibatkan Dinas
 Kehutanan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan kegiatan karena kegiatan restorasi
 merupakan tupoksi tambahan, sedangkan masing-masing OPD Mempunyai tugas pokok
 masing-masing. SDM yang terdapat di tingkat tapak yaitu masyarakat serta mitra belum
 mampu menjawab kebutuhan percepatan tindakan restorasi di tingkat tapak.
 2. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan
 Tata waktu pelaksanaan juga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian target
 realisasi restorasi gambut. Bahwa dikarenakan kondisi cuaca berupa intesitas hujan yang
 tinggi menyebabkan banyak kendala dilapangan diantarnya jalan yang sulit
 ditempuh,banjir, mobilisasi bahan terganggu.
 3. Besarnya Anggaran
 Waktu pelaksanaan yang sempit menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan tidak
 sempurnanya tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik terkendala factor lokasi
 dan cuaca.
 4.3 Tindak Lanjut
 Melihat hasil pencapaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Tahun 2018 yang belum
 memenuhi target maksimal, maka dibutuhkan strategi dalam pelaksanaan dan tata kelola waktu
 yang lebih tercana dengan baik.
 Diharapkan Tahun 2019 penyusunan jadwal kegiatan disusuan lebih awal dan lebih
 maksimal sehingga tidak banyak mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
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